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PENGANTAR PENULIS
میحرلا نمحرلا الله مسب
Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karuniaNya yang
telah memberikan syari’atNya sebagai bentuk respon dalam rangka menjaga dan memelihara
hubungan lintas agama. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada penghulu kita
Nabi Muhammad Saw, sebagai penerima amanah wahyu Tuhan berupa kitab suci yang di
dalamnya berisi sejumlah aturan-aturan yang memberikan nilai syari’at, dan semoga rahmat
dan sejahtera tercurah pula kepada para shahabat, tabi’in, tabi’tabi’in serta pengikutnya
sampai akhir zaman.
Mengingat syari’at sebagai reaksi yang bersifat yuridis, karena itu ia memberikan
catatan-catatan khusus bagi manusia, baik dilihat dari segi bentuknya maupun subtansinya.
Kekuatan syari’at yang menjadi gagasan memerlukan suatu kajian yang mendalam. Adapun
kajian ini sengaja ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan di kalangan mahasiswa dan
upaya mempertimbangkan “korelasi harfiah” dan “korelasi makna” terhadap maksud syari’at
yang terdapat dalam al-Qur’an maupun hadits; kendati kemudian dimungkinkan menyeruak
secara lebih praktis berdasarkan sudut pandang para pengeliat oleh para sarjana dengan
spesifikasi yang berbeda.
Kehadiran buku kecil ini dan penulis sendiri menilai “buku pandu” diharapkan akan
memperkaya literatur mahasiswa yang ingin mendalami garis-garis besar terkait rasio
pemikiran agama dalam konteks manusia, tak terkecuali hubungan syari’at dengan manusia.
Dan akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan buku kecil ini jauh dari kesempurnaan, dan
kiranya akan menjadi perbaikan di kemudian hari, amin.
Aceh Besar, Desember 2016
Penulis
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1BAB I
URGENSI SYARI‘AT ISLAM
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan sejumlah pembahasan yang terkait
dengan urgensi Syari‘at Islam. Pembahasan ini dinilai melalui sejumlah indikator
yang menitikberatkan bahwa Syari‘at Islam menjadi landasan normatif-yuridis dalam
lingkaran sistem hukum yang berkembang dalam komunitas suatu masyarakat.
Perkembangan hukum syari‘at didasari atas kemampuan manusia untuk berusaha
menjadikan Syari‘at Islam sebagai tuntunan hidup dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan, baik yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah. Demikian pula
dimensi lainnya bahwa manusia mempunyai kedudukan sebagai objek yang akan
diatur, diayomi dan dilindungi oleh syari‘at. Atas dasar rasio hukum di atas, kiranya
pembahasan urgensi Syari‘at Islam menjadi penting untuk diuraikan dalam uraian-
uraian berikut ini.
A. Pengertian Syari‘at Islam
Secara etimologi, kata syari‘at dengan akar kata (ةعیرش ـ اعرش ـ عرشی ـ عرش),
mengandung makna ke arah, jalan menuju air (ءاملا ىلإ ةقرطلا), adat kebiasaan (ةدلأا)
dan agama (نیدلا). Pemahaman kepada makna ini mengandung dua pengertian:
Pertama, syari‘at dalam arti jalan yang lurus atau jalan yang lempang. Kedua,
syari‘at dalam arti tempat atau sumber mengalirnya air yang dipakai untuk diminum.
Adapun secara terminologi, syari‘at didefinisikan sebagai hukum-hukum yang
2ditentukan Tuhan swt terhadap hamba-Nya agar mereka menjadi orang yang beriman
dan beramal saleh, demi untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.1
Pemaknaan di atas dengan mengikuti term secara luas, berarti syari‘at adalah
hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan
Tuhan swt, hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitarnya
berdasarkan al-Qur’an serta hadith sebagai sumber utama.2 Atau syari‘at adalah
hukum-hukum yang diterapkan oleh Tuhan swt untuk hamba-Nya, baik melalui al-
Qur’an maupun dengan Sunnah nabi saw berupa perkataan, perbuatan dan
pengakuan.3
Selanjutnya, syari‘at merupakan suatu sistem normatif yang memancarkan
sinyal petunjuk dan sanksi agama yang bersifat normatif.4 Atau syari‘at ialah
ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan swt atas hamba-hamba-Nya yang
diturunkan melalui nabi Muhammad saw, untuk mengatur hubungan manusia dengan
Tuhannya, dengan dirinya, dan dengan sesamanya. Dengan demikian, pemaknaan
Syari‘at Islam sebagaimana maksud sejumlah kriteria di atas memiliki cakupan yang
terdiri dari ‘aqidah dan syari‘at.5
Mahmud al-Syaltut mendefinisikan syari‘at sebagai berikut:
1Muhammad ‘Ali al-Sais, Tarikh al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Qutub al-‘Ilmiyyah, t.th.),
hlm. 7.
2Depatermen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), hlm. 1368.
3Daud Rasyid , Indahnya Syari‘at Islam, (Jakarta: Usamah Press, 2003), hlm. 1.
4A. Hamid Sarong, “Mahkamah Syar’iyah dan Kewenangannya di Nanggroe Aceh
Darussalam,” dalam Safwan Idris, dkk, Fairus M. Nur Ibr, Syari‘at di Wilayah Syari‘at: Pernik-pernik
Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam NAD dan Yayasan Ulul
Arhan, 2002), hlm. 215.
5Hizbut Tahrir, Menegakkan Syari‘at Islam, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), hlm.
19.
3صا عرش وا الله اھعرش يتلا مظنلا يھ ةعیرشلاو ھبرب ھتقلاع ِْيف ھسفن اِھب ناسنلإا ذخأیل اھل
ةایحلاب ھتقلاعو ناسنلإا ھیخأب ھتقلاعو ملسملا ھیخأب ھتقلاعو.
Maksud arti: “Syari‘at adalah aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan swt atau
ditetapkan dasar-dasarnya agar manusia menjadikannya
(sebagai pedoman) bagi dirinya dalam berhubungan dengan
Tuhannya, sesama saudaranya yang muslim, atau sesama
manusia dan hubungannya dengan kehidupan.”6
Uraian makna syari‘at berdasarkan terminologis dari al-Syaltut, menunjukkan
bahwa istilah syari‘at adalah “jalan dan metode Islam”.7 Dikarenakan istilah syari‘at
memiliki acuan yang mendasar dalam konteks normatif, perubahannya hanya
mengikuti transformasi yang tingkat representasinya sebatas ruang pemahaman
keagamaan. Begitu istilah ini ditawarkan dalam komunitas masyarakat, seketika alat
ukurnya menjadi sesuatu yang bersifat deskriptif-evaluatif dengan menitikberatkan
pada al-Qur’an, seperti: peraturan agama, aturan ibadah, legislasi hukum dan
muamalah.8
Mengikuti uraian dan maksud pemahaman di atas, istilah syari‘at kemudian
digunakan untuk pengertian Undang-undang (al-Qanun), yakni peraturan dan hukum.
Jika istilah syari'at dihubungkan dengan kata Qanun, berarti syari'at dapat dipandang
sebagai suatu aturan hukum dan hukuman yang dibuat oleh manusia untuk mengatur
kehidupan individu, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, istilah Qanun itu sendiri
sering disebut sebagai konsep al-Wadh'i (Undang-undang buatan manusia). Dengan
kata lain, berarti istilah Qanun atau syari'at diberi ruang interpretasi untuk menyebut
6Mahmud al-Syaltut, al-Islam‘Aqidah wa Syari‘at, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 11.
7Mahmud al-Syaltut, al-Islam…, hlm. 11.
8Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis Syari‘at: Usul Syari‘at, (terj.,) Luthfi Thomafi,
(Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004 ), hlm. 23.
4suatu hukum tertentu, seperti: hukum pidana atau kitab-kitab yang dijadikan rujukan
dalam penyelesaian setiap kasus.9
Merujuk secara terminologis ini, formulasi yang mengacu kepada istilah
syari‘at dapat dimaknakan sebagai peraturan, hukum atau undang-undang yang telah
ditentukan Allah.10 Untuk mengetahui identifikasi di mana al-Qur’an menggunakan
istilah syari‘at sebagai petunjuk Undang-undang, di antaranya dalam surah al-Jasiyah
ayat 18 sebagai berikut: “Kemudian Kami jadikan kamu berada atas suatu syari‘at
dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari‘at itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.”11
Berdasarkan pengertian di atas, syari‘at berarti suatu legislasi hukum yang
dapat mengikat secara umum bagi masyarakat dan ditetapkannya sebagai Undang-
undang (Qanun). Pengertian ini menunjukkan bahwa secara normatif bahwa Islam
dalam pengertian syari‘at menuntut adanya ketaatan atau kepatuhan serta berserah
diri kepada Tuhan swt. Dengan kepatuhan dan penyerahan diri secara menyeluruh itu
akan berdampak pada keselamatan.12 Oleh karena itu, seorang muslim yang benar
ialah orang yang patuh, rajin, ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, dan kuat
imannya serta bersih batinnya dari syirik. Upaya Tuhan swt mensyari‘atkan Islam
didasari atas dua macam tujuan: Pertama, membersihkan jiwa manusia dan akalnya
9Sebagai tambahan, bahwa ada juga pandangan yang membedakan antara syari‘at dalam
pengertian fikih dengan syari‘at dalam pengertian Qanun. Mengenai hubungan simentris ini, lihat
Sayyed Hossein Nasr, Ideal and Realities of Islam, (London: Aquarian, 1994), hlm. 94-95.
10Muhammad Amin Suma, “Ruang Lingkup Syari‘at Islam,” Makalah tentang “Proses
Penegakan Hukum Berdasarkan Syari‘at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,” pada tanggal
27-27 Desember 2001 di Fakultas Undang-Undang Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.
11M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah…, Vol. Ke-13, hlm. 48.
12Sidi Gazalba, Asas Agama Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Rukun Islam,
Ihsan, Ikhlas dan Taqwa, (Jakarta: Tri Handayani Utama, 1985), hlm. 5.
5dari kepercayaan yang tidak benar. Kedua, memperbaiki jiwa manusia dengan amal
perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Tuhan swt.13
Pembuktian atas kedua tujuan adanya Islam dan ajaran syari‘at-nya telah
dinyatakan dengan jelas bahwa Islam adalah agama yang diakui oleh Tuhan swt14–
dalam arti penyerahan diri yang sempurna kepada Tuhan swt, yang merupakan satu-
satunya keyakinan secara terus menerus diwahyukan Tuhan swt kepada umat
manusia sejak awal kejadian melalui peran para dan rasul.15
Apabila telah mengakui Tuhan swt sebagai yang paling berdaulat atas diri
manusia dan menerima penghambaan terhadap-Nya. Dan apabila manusia telah
mengakui bahwa Rasul adalah pengauasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini,
sabagai utusan dari Tuhan swt, serta mengakui bahwa Kibab Suci yang dibawa Rasul
tersebut, memang dikirim oleh Tuhan swt, maka ini berarti bahwa manusia telah
memasuki din al-allah. Setelah itu, bagaimana cara manusia untuk mengabdi kepada
Tuhan swt, dan jalan mana yang harus ditempuh dalam pengabdian manusia kepada-
Nya, inilah yang disebut syari‘at. Cara dan jalan ini juga ditunjukkan oleh Tuhan swt
melalui Rasul-Nya yang mengajarkan tatacara menyembah-Nya serta jalan menuju
kesucian dan kebersihan lahir dan batin. Cara memberikan hak-hak, cara melakukan
13Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya…, hlm. 473.
14Surat ‘Ali ‘Imran (3) ayat 19 ملاسلإا الله دنع نیدلا نإ (al-Din) mempunyai banyak arti,
antara lain, “ketundukan, ketaatan, perhitungan dan balasan.” Kata ini menunjukkan kepada
pemaknaan agama sebagai sikap seseorang untuk tunduk dan taat serta akan diperhitungkan seluruh
amalnya yang dasar ini ia memperoleh balasan dan ganjaran. Ketundukan dan ketaatan adalah
keniscayaan yang tidak dapat dibantah, sehingga jika demikian, hanya keislaman, yakni penyerahan
diri secara penuh kepada Allah yang diakui dan diterima di sisi-Nya. Agama atau penyerahan diri
kepada-Nya, ditandai oleh penyerahan diri secara mutlak kepada Tuhan swt yang Maha Kuasa. Islam
dalam arti “penyerahan diri” adalah hakikat yang ditetapkan Allah dan diajarkan oleh para nabi sejak
nabi Adam, a.s hingga nabi Muhammad saw.  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…, Vol. Ke-2, hlm.
38.
15Altaf Gauhar, Tantangan Islam, (terj.,) Anas Mahyuddin, dalam tulisan Abu al-‘A’la
Mawdudi “Apakah Arti Islam”, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 2-3.
6transaksi-transaksi dan urusan-urusan dengan sesama manusia, dan cara hidup
keseluruhan.16
Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang di dalamnya diberlakukan
ajaran-ajaran Islam, yaitu ‘aqidah, ‘ibadah, syari‘at, Undang-undang ketatanegaraan
dan akhlak. Tidak bisa disebutkan sebagai masyarakat Islam karena semata-mata
umat yang berada di dalamnya menamakan dirinya sebagai orang-orang Islam,
sementara itu Syari‘at Islam bukanlah merupakan undang-undang masyarakat ini,
sekalipun melaksanakan shalat dan puasa serta haji ke Baytullah.
Masyarakat Jahiliyah bisa menjelma ke dalam berbagai bentuk di antaranya
menjelma ke dalam suatu bentuk masyarakat yang tidak menginginkan kebaradaan
Tuhan swt, tetapi hanya menjadikan-Nya sebagai kerajaan langit saja, dan tidak
diturunkan-Nya dari tahta kerajaan bumi, dan dengan demikian tidak melaksanakan
syari‘at -Nya dalam tatanan kehidupan, juga tidak berhukum dengan nilai-nilai yang
telah ditetapkan-Nya sebagai suatu nilai-yang tetap dalam kehidupan manusia, yang
kemudian membolehkan manusia untuk menyembah Tuhan swt di gereja-gereja dan
kelenteng-kelenteng serta di masjid-masjid, tetapi mengharamkan mereka untuk
meminta dan berhukum kepada syari‘at Tuhan swt dalam kehidupan meraka, sedang
dia dalam keadaan seperti itu benar-benar telah mengingkari ketuhanan Tuhan swt di
atas bumi.17
Masyarakat Islam merupakan satu-satunya masyarakat yang di dalamnya
melambangkan ‘aqidah sebagai prinsip ikatan perkumpulannya, dan yang
16Abu al-‘A’la Mawdudi, Dasar-dasar Islam, (terj.,) Achsin Mohammad, (Bandung: Pustaka,
1984), hlm. 98.
17Sayyid Quthub, Petunjuk Jalan yang Benar, (terj.,) Zakaria Adham, (Bandung: Hasaini,
1987), hlm. 136.
7memandang ‘aqidah sebagai usaha penyamaan jenis manusia tanpa perbedaan antara
satu sama lainnya. Akan tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah taqwa kepada-Nya
dan seluruh manusia yang ada di dalamnya juga dianggap sama dalam menerima
perintah syari‘at yang telah dibuat oleh Tuhan swt untuk mereka dan bukan syari‘at
yang dibuatkan oleh manusia untuk manusia.
B. Dasar dan Tujuan Pemberlakuan Syari‘at Islam
Sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan di atas, bahwa istilah
syari‘at jika dihubungkan dengan konsep Qanun dapat dimaknai sebagai sebuah
aturan hukum dan hukuman yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan
individu, masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan di mana kedua istilah ini,
sesungguhnya telah memiliki proporsi berdasarkan aturan pelaksana Undang-undang
negara.
Untuk mendasari ketentuan tersebut, penulis akan menguraikan sebagaimana
maksud melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di mana istilah Qanun Syari‘at
Aceh disebut dengan Peraturan Daerah Plus.18 Atau lebih tepatnya disebut dengan
Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk menjadi
Undang-undang dalam rangka merespon langkah konkrit berdasarkan Undang-
undang Otonomi Khusus.
UU Nomor 18 Tahun 2001 dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan, bahwa Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan
18Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan,
Edisi Revisi, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004), hlm. 56.
8Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka
penyelenggaraan otonomi khusus. Sementara Pasal 1 angka 21 Ketentuan Umum
dijelaskan, bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis
peraturan Provinsi yang mengatur penyelengaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat Aceh.
Penyerahan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001 terkait kewenangan
Provinsi Aceh kepada Qanun tersebut dilatar belakangi adanya kelemahan yang
terdapat dalam UU Nomor 44 Tahun 1999. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU
Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan: “1) Daerah diberi kewenangan untuk
mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki (2) Kewenangan untuk
mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.
Perda sebagai peraturan pelaksanaan Syari'at Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 1999
ini sama dengan Perda di daerah lainnya, sehingga dipandang sebagian yang
mengandung kelemahan.”19
Kelemahan ini yang kemudian menyebabkan munculnya usulan penggantian
Perda dengan Qanun yang diperluas cakupannya sebagaimana diadopsi dalam UU
Nomor 18 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2001
19Mengenai permasalahan ini, selanjutnya lihat Indra Ismawan, Otonomi:Ranjau-ranjau
Daerah, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), hlm. 3 dst. Untuk mengetahui perihal ini, sistem pemerintahan
negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah
untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Maksud ini yang kemudian diperjelas dalam UU Nomor 22
Tahun 1999 bahwa negara Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memperkuat fungsi DPRD
dalam pembuatan peraturan daerah. Meski kemudian, UU ini dicabut sebagai bentuk penyempurnaan
antara pusat dan daerah, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta antara sesama daerah
Kabupaten/Kota, dengan lahirnya UU baru, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Mengenai hal ini, lihat
lebih lanjut dalam Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
secara Langsung, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 4.
9disebutkan: "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan
perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogoat lex
generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap
Qanun.20
Pengertian Qanun Syari‘at yang mengikuti lex specialis tersebut menimbulkan
pro dan kontra di kalangan stakeholder. Dikatakan bahwa Qanun Aceh itu adalah
Peraturan Daerah yang setara dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan
otonomi khusus di Aceh, atau paling kurang disebut dengan istilah Perda "Plus",
karena dapat melaksanakan UU secara langsung dan dapat mengenyampingan
peraturan lain berdasr asas lex specialis tersebut.21
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan pelaksanaan yang
termaktub dalam UU Otonomi Khusus menjadi bukti kewenangan Pemerintah Aceh
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bukti ini dilihat dengan adanya Qanun Aceh atau
Qanun Kabupaten/Kota). Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah ataupun
Peraturan Presiden dianggap tidak perlu, atau lebih tegas lagi dipandang tidak
berwenang untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh atau
Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, ruang yang seharusnya diisi oleh dua jenis
peraturan ini menurut aturan Nasional, dalam pelaksanaan otonomi khusus akan
menjadi kosong, karena UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
menyatakannya demikian.
20Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden…, hlm. 35.
21Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam…, hlm. 56.
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Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Syari‘at
Islam diambil dari ketentuan tentang otonomi khusus di atas, yang kemudian
dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 241 ayat (3) UU Nomor 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sebelumnya sudah diuraikan, bahwa
sanksi dalam Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syari‘at Islam adalah bebas,
disesuaikan dengan aturan dalam Syari‘at Islam itu sendiri. Adanya ketentuan ini
memberi peluang kepada Syari‘at Islam untuk menggunakan (yang diatur dalam
Qanun Aceh), sanksi yang tidak sejalan dengan Undang-undang dan itu berarti dapat
mengabaikan Undang-undang.22
Untuk itu, secara sederhana, umum diketahui bahwa masyarakat Aceh telah
menjadikan "norma agama" sebagai standar untuk mengukur, apakah suatu perbuatan
(upaya dan beban hukum) telah sesuai atau tidak dengan Syari‘at Islam. Oleh karena
itu, ukuran ini menjadi modal atas legislasi pelaksanaan Syari‘at Islam yang diatur
melalui aturan formal dan ditetapkan berdasarkan aturan negara.
Klasifikasi ini sebenarnya telah diatur dalam al-Qur’an yang menunjukkan
bahwa kedatangan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dan hal
ini dijumpai di antaranya dalam surat al-Anbiya’ayat 107 sebagai berikut:
 َنْلَسَْرأ اَمَوا َنْیَِملاَعْلِّل ًةَمْحَر َِّلاإ َك.
Maksud arti: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.”
Ayat tersebut secara umum memberikan petunjuk bahwa hukum Islam
membawa rahmat bagi kehidupan manusia. Dikatakan rahmat apabila mendatangkan
22Al Yasa Abubakar, Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang
Hukum, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 18.
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maslahat bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Syari‘at adalah hukum-
hukum Tuhan swt yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, memelihara
jiwa, keluarga, harta serta memelihara kelansungan agama, agar bagi yang menerima
dan mengamalkannya akan mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat.
Tujuan Syari‘at Islam ialah untuk mewujudkan kemashlahatan umat, baik
yang berkenaan dengan masalah dunia maupun akhirat serta menolak kemudharatan
dan mewujudkan keadilan yang mutlak.23 Dengan kata lain, tujuan Syari‘at Islam
adalah membentuk masyarakat mulia berlandaskan hukum-hukum yang ditentukan
oleh Tuhan swt, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berusaha
kreatif untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran, berilmu pengatahuan
mendapat tempat terhormat, berlatih diri dengan sifat jujur untuk memperoleh
keadilan, terhindar dari gangguan memperoleh kedamaian, aman, bahagia serta
memperoleh hidayah Tuhan swt.24
Untuk mewujudkan kemaslahatan dimaksud, ada lima hal pokok yang harus
diwujudkan dan dipellihara, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Lima masalah pokok ini wajib dipeluhara oleh setiap manusia. Untuk itulah
didatangkan hukum Islam/taklif, yaitu perintah untuk berbuat, larangan untuk berbuat
dan keizinan untuk berbuat apa yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Masing-
masing lima pokok dimaksud dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan
kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan. Tiga kategori tujuan
23M. Hasbi ash-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 123.
24Masyarakat mulia adalah masyarakat yang menjaga kehormatan dan martabat insani, adil
dalam segala segi, tertib dan menjunjung tinggi kerjasama, berprikemanusiaan, menjaga kepentingan
dan kebajikan umum serta memberantas kejahatan di muka bumi. Lihat M. Kaoy Syah dan Lukman
Hakiem, Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan UU No. 44, (Banda Aceh:
Dinas Syari’at Islam, 2002), hlm. 230.
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hukum Islam berdasarkan urutan prioritasnya, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan
hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Ketiga urutan prioritas kebutuhan tersebut harus
terwujud dan terpelihara.25
Memelihara kebutuhan daruriyat dimaksudkan agar perwujudan dan
perlindungan atas lima pokok yang telah diuraikan, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta dapat terpelihara dalam batas jangan sampai terancam
eksistensinya. Memelihara kebutuhan hajiyat dimaksudkan agar perwujudan dan
perlindungan hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok di atas dapat
terpenuhi, tetapi di bawah batas kepentingan daruriyat. Tidak terpeliharanya
kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok di atas, tetapi
membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun
dalam pelaksanaannya, sedangkan kepicikan dan kesempitan itu dalam ajaran Islam
perlu disingkirkan.
Syari‘at bertujuan demi kemashlahatan umum masyarakat. Untuk
merealisasikan kemashlahatan ini, sebagai syari‘at menghapus sebagian yang lain.
Kebenaran dan kemashlahatan syari‘at bergantung pada kemajuan realitas yang terus
berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.26 Dari sisi lain, tujuan syari‘at Islam ada
lima yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan
menjaga harta. Setiap hal yang menjamin terjaganya lima tujuan dasar ini adalah
kemaslahatan. Sebaliknya, apa saja yang tidak dapat menjaga kelima hal tersebut
adalah kerusakan (mafsadat). Menjaga kelima hal ini merupakan hal yang mesti
25Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi usul al-Syari’ah: Syarh ‘Abdullah al-Darraz, Jilid
ke-2, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 5.
26Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis…, hlm. 47.
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dilakukan dalam rangkaian al-darurah (penting, primer). Inilah kemaslahatan yang
paling tinggi.27
Kemaslahatan yang bersifat primer adalah sesuatu yang harus ada guna
terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang,
kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan,
kekacauan dan kehancuran. Di sisi lain, kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap
dan kerugian yang nyata akan muncul. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan dua hal
sebagai berikut:
a. Sesuatu yang dapat menjaga dan mengukuhkan pondasi dan kaidah
syari‘at dan merupakan aspek utama untuk menjaga keberadaan syari‘at.
b. Sesuatu yang dapat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung
terhadap syari‘at dan merupakan aspek untuk menghindari kepunahan
syari‘at. Kemaslahatan yang bersifat sekunder ialah segala hal yang
dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan menguarangi kesulitan
yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Jika
kemashlahatan sekunder ini tidak dipelihara, kendala tersebut akan
menghambat pencapaian tujuan, tetapi tidak sampai menimbulkan
kerusakan langsung terhadap kemashlahatan umum.28
Kemashlahatan sekunder dapat membantu dan menyempurnakan
kemashlahatan primer. Dengan kemashlahatan sekunder, kesulitan-kesulitan dalam
merealisasikan tujuan-tujuan primer dapat dihindari, nuansa hidup sederhana yang
berkeadilan dapat terealisasikan, dan pola hidup berhemat serta tidak berlebih-lebihan
dapat diwujudkan. Kemashlahatan yang bersifat keutamaan adalah melakukan
tindakan yang baik menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang
ditentang oleh akal sehat. Kemashlahatan ini merupakan bagian keutamaan akhlak.
27Yusuf al-Qaradawi, Membumikan Syari’at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia,
(terj.,) Ade Burdin, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 328-329.
28Yusuf al-Qaradawi, Membumikan Syari‘at..., hlm. 62-65.
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Apa yang menjadi prinsip dalam Islam harus bercermin pada konsep syari‘at.
Konsep ini mengacu sebagaimana yang disebutkan oleh Asafri Jaya Bakri sebagai
landasan normatif yang bisa mendatangkan unsur-unsur kemashlahatan bagi
kelangsungan hidup manusia atau mukallaf (orang yang dikenai beban syari‘at). Hal
ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
ةعیرشلا هذھاعم ایندلاو نیدلا ىف محلاصم مایق ىف ةعیرشلا دصاقم قیقحتل تعضوatau ةعورشم ماكحلأا
دابعلا حلاصمل.
Maksud arti: “Sesungguhnya syari‘at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya
(mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat.
Atau hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan
mukallaf atau manusia.”29
Pensyariatan hukum sebagaimana maksud di atas adalah di mana maslahah
yang menjadi maksud Tuhan swt dan Rasul-Nya dalam menetapkan suatu hukum,
berupa mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan atau menolak
keduanya (maslahah dan mafsadah) secara bersamaan. Meski petunjuk pada illah30
adalah suatu sifat yang dahir (dapat diketahui dengan jelas) dan memiliki tingkat
mundabid (tolak ukur), yang memberitahu tentang ada atau tidak adanya hukum yang
akan ditetapkan berdasarkan sifat tersebut. Oleh karena itu, sesungguhnya illah itu
adalah indikator kepastian maslahah yang dimaksudkan dari pensyari‘atan suatu
29Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), hlm. 62.
30Illah adalah suatu sifat yang ada pada asal, yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan
hukum asal serta untuk mengetahui hukum pada fara’ yang belum ditetapkan hukumnya. Seperti
menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta
anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan harapannya hukum menjual harta anak yatim. Lihat
A. Mu’in, dkk, Ushul Fiqh, Jilid ke-1, (Jakarta: Kerjasama dengan Inpektorat Jenderal Pendidikan
Agama, 1997), hlm. 121.
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hukum. Dan, munasabah (sesuai dengan ketentuan hukum) adalah memelihara
kemashlahatan.31
Berdasarkan pertimbangan ini, maka yang menjadi keharusan di sini adalah
mempertimbangkan antara dua hal yang sama pentingnya, yakni memelihara
kemashlahatan, meski melalui penetapan hajiyat-nya atau tujuan syari‘at yang
bersifat menyeluruh (kulli) dan memelihara nusus yang parsial (juz’i).32 Untuk itu,
bisa disimpulkan bahwa tujuan syari‘at itu untuk mencapai kebaikan bagi manusia
dan menghindari bahaya dan kerusakan untuk manusia itu sendiri.
C. Aktualisasi Syari‘at Islam dalam Masyarakat
Uraian ini akan mengetengahkan konsep Syari‘at Islam dalam suatu
komunitas masyarakat. Konsep ini sebagaimana telah digambarkan dalam
pembahasan di atas, bahwa pemahaman Syari‘at Islam di Aceh terdapat persoalan
yang signifikan. Persoalan ini bukan hanya pada tataran di tingkat atas (pemerintah
Aceh) melainkan juga di tingkat bawah (masyarakat). Artinya pemahaman Syari‘at
Islam di Aceh tidak bersinergi atau adanya suatu penyatuan pemahaman sehingga
pelaksanaan syari‘at Islam itu sendiri kurang berjalan seperti diharapkan. Hal ini
dapat dibuktikan berdasarkan pemahaman pelaksanaan Syari‘at Islam di Aceh yang
ditawarkan oleh para intelektual.
Meski demikian, upaya penerapan Syari‘at Islam sama sekali tidak terlepas
atas nilai-nilai sosiologis yang melekat pada hukum-hukum yang termuat dalam al-
31Http:/Pesantren.or, id, 29, master webnet, Com/ppssnh, malang/cgi bin/ content, Cgi/
Artikel/ kolom-gus/ Maqasshid-Syari’ah, Single, Download tanggal 13 bulan Januari 2012.
32Yusuf al-Qaradawi, Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Maktabah al-Wahbah,
1999), hlm. 79.
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Qur’an dan al-Hadith, dan sudah semestinya dipahami dan diselami secara
mendalam, sehingga ketika dilakukan penerapan dalam tataran aplikatif tidak akan
kehilangan ruh sosiologis yang mendasarinya. Oleh karena itu, idealitas memegang
peranan penting dalam mengungkapkan realitas dan kondisi sosial ketika aturan itu
di-syari‘at-kan.
Penguatan dari sisi ini agar praktek penguatan syari‘at bukan semata-mata
ditentukan melalui faktor kepentingan tertentu. Adalah sasaran di mana syari‘at
dalam konteksnya adalah hukum tertulis (efektivitas hukum), dan jika ini tidak
berjalan, apakah karena sudut pandang masyarakat atau memang perilaku (cara)
masyarakat tertentu  yang telah mengalami proses perubahan (diterima atau ditolak)
berdasarkan refleksi dari sikap yang bersumber dari nilai-nilai. Dan biasanya, cara
masyarakat menerima atau menolak suatu aturan akibat adanya kecenderungan atas
tanggapan pengaruh sosial itu sendiri.33
Prinsip analisis sosiologis berkaitan erat dengan pendekatan tematis
(maudu‘i). Melalui pendekatan ini diharapkan akan mampu dibumikan ajaran Tuhan
swt yang bersifat sakral-normatif. Dalam konteks kehidupan masa kini, analisis-
sosiologis menjadikan realitas sosial sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan
berbagai aturan hukum Islam. Penerapan cara kerja analisis sosiologis kontekstual
kiranya telah banyak dipraktekkan oleh shahabat Rasul terutama ‘Umar ibn Khattab.
Dalam bahasa sekarang dapat dikatakan bahwa Umar memahami teks-teks syari‘at
dalam kerangka sosiologis dan bukan semata-mata mendasari diri pada justifikasi
33Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh,
(Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 9.
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fikih an-sich. ‘Umar telah berhasil meletakkan ruh syari‘at dalam bingkai dan entitas
sosiologis dalam setiap hasil putusannya.34
Apa yang menjadi sasaran pemahaman secara sosiologis, masyarakat Aceh
memiliki respon yang beragam terhadap pelaksanann Syari‘at Islam secara kaffah.
Salah salah satu cara untuk mengetahui pemahaman ini dapat dimulai dengan
memasukkan persoalan jilbab (Qanun Nomor 11 Tahun 2002) ke dalam bagian dari
perilaku realitas empiris, atau bagian hukum yang sengaja dikonstruk agar
terpenuhinya sisi kemashlahatan. Adalah sasaran di mana jilbab dalam konteksnya
adalah hukum tertulis (efektivitas hukum) sebagaimana Qanun Nomor 11 Tahun
2002; dan jika ini tidak berjalan dengan baik (enggan memakai jilbab), apakah karena
sudut pandang Qanun atau memang perilaku (cara) masyarakat tertentu telah
mengalami proses perubahan (diterima atau ditolak) berdasarkan refleksi dari sikap
yang bersumber dari nilai-nilai. Dan biasanya, cara masyarakat menerima atau
menolak suatu aturan akibat adanya kecenderungan atas tanggapan pengaruh sosial
itu sendiri.
Pengaruh sosial ini boleh jadi ketidakmampuan komunitas tertentu memahami
jilbab sebagai pakaian yang memiliki idealitas hukum meski berkembang dalam
tatanan realitas yang mejemuk.35 Atau boleh jadi kepentingan masyarakat yang cukup
kuat untuk melanggar aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, sehingga keadaan ini
ikut saling pengaruh mempengaruhi upaya pelaksanaan hukum tersebut. Untuk
34Mahmud Anshari, Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia, (Depok:
Inisiasi Press, 2005), hlm. 90. Adian Husaini, secara Konstitusional, Syariah sudah Berlaku,
Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.
35Nasaruddin Umar, “Perspektif Jender dalam Islam,” dalam Jurnal Pemikiran Islam,
Paramadina, Volume ke-1, Nomor 1, Juli-Desember 1998, hlm. 65.
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mensikapi penilaian di atas, oleh Kefgen dan Touchie-Specht memandang pakaian
atau busana yang menutupi aurat dapat memberi penegasan yang bisa mempengaruhi
perilaku seseorang yang berhubungan dan memiliki tiga fungsi, di antaranya:
Pertama, diferensiasi; kedua, perilaku; ketiga, emosi.36
Terpenuhinya pemahaman penerapan syari‘at Islam, kiranya memerlukan
metode interpretasi nilai lokal (kearifan lokal). Metode ini tentu menggunakan
kerangka sosiologis sebagai bentuk evaluatif terhadap pemahaman dan penafsiran
teks al-Qur’an dan al-Hadits. Paradigma dasar metode ini adalah bahwa setiap teks
al-Qur’an dan al-Hadits tidak dapat dilepaskan begitu saja berdasarkan
perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi nilai lokal akan
melahirkan bangunan pelaksanaan Syari‘at Islam yang khas-kontekstual dan melalui
pendekatan semacam ini diharapkan konflik-konflik hukum Islam pada tatanan
pelaksanaan akan terakomodir dalam suatu bingkai yang terbuka dan demokratis.
Bahkan secara sederhana, umum diketahui bahwa masyarakat Aceh telah
menjadikan "norma agama" sebagai standar untuk mengukur, apakah suatu perbuatan
(upaya dan beban hukum) telah sesuai atau tidak dengan Syari‘at Islam. Ukuran ini
menjadi modal atas legislasi pelaksanaan Syari‘at Islam yang diatur melalui aturan
formal dan ditetapkan berdasarkan aturan negara.37 Dengan demikian, ukuran ini
36Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, [peng.,] Muhammad Imaduddin Abdulrahim,
(Bandung: Mizan 1998), hlm. 140.
37Mengenai hal ini, lihat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahkan UU ini memuat rincian yang relatif jelas
tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut. Dalam pasal 1 ayat 8 disebutkan, bahwa
"Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat,
pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian pasal 1 ayat 10 yang
menyebutkan, bahwa Syari‘at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
Selanjutnya adalah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
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kemudian ikut memperkuat norma-norma yang ada sekaligus dipandang sebagai ciri
khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam. Ciri khas tersebut ternyata
mendapat pengesahan melalui landasan yuridis konstitusional yang mendukung
pelaksanaan Syari‘at Islam di Indonesia.
Konteks Syari‘at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan menfasilitasi
kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum
yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya.
Keikutsertaan negara dalam menjalankan Syari‘at Islam di Aceh sebagai kewajiban
konstitusional.38 Nilai sosiologis yang melekat pada hukum-hukum yang termuat
dalam al-Qur’an sudah semestinya dipahami secara mendalam, sehingga ketika
dilakukan penerapan tidak akan kehilangan ruh sosiologis yang mendasarinya.
Fenomena bernuansa syari‘at merupakan dampak dari perubahan sistem
politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi
demokratis. Sistem  yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan-
perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam
Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom.
Otonomi daerah inilah yang mengakibatkan munculnya perda-perda yang banyak
bernuansa syari’ah. Para politisi muslim menjadi motor penggerak lahirnya perda-
perda itu. Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansakan
_______________________
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengamanatkan pembentukan Mahkamah
Syar'iyah sebagai badan yang akan melaksanakan Syari‘at Islam secara kaffah.
38Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh.
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hukum Islam di Indonesia pada era reformasi sebagaimana dipaparkan di atas
menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia sangat besar agar hukum Islam
dijadikan sebagai hukum positif.39
Hal ini terjadi karena kebijakan politik dan hukum pemerintah pada era
reformasi ini memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pada era reformasi ini juga
muncul berbagai organisasi-organisasi Islam yang ikut meramaikan perjuangan
menerapkan Syari‘at Islam di Indonesia. Kesempatan ini ada karena dalam situasi
politik yang demokratis memberikan ruang yang sangat lebar bagi umat Islam dalam
berjuang menjadikan nilai-nilai hukum Islam. Pada masa demokrasi ini apabila
keinginan masyarakat kuat maka pihak yang berwenang dalam hal ini eksekutif dan
legislatif akan lebih berpeluang besar mengakomodir keinginan masyarakat.40
Positivisasi dan demokratisasi sangat relevan dengan masalah hukum Islam
Indonesia. Langkah positivisasi dan demokratisasi merupakan langkah menjadikan
hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang
disampaikan oleh Syahrur ketika hukum Islam disatukan dengan sistem hukum
negara bangsa. Penyatuan harus berjalan dengan dalam mekanisme demokrasi. Bila
mekanisme demokrasi dijalankan dalam memproduksi hukum, dengan demikian
proses positivisasi berjalan, maka vitalisasi aparat penegak hukum menemui jalan
mulus. Aparat tak canggung dan phobia dengan hukum Islam karena tidak ada
dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam dengan sendirinya
merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama tidak menyalahi
39Mengenai permasalahan ini, selanjutnya lihat Indra Ismawan, Otonomi…, hlm. 3 dst; Rozali
Abdullah, Pelaksanaan…, hlm. 4.
40A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata
Hukum di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 103-104.
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hudud Allah merupakan hukum Islam walaupun diproduksi oleh parlemen, manusia
biasa.41
Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum
nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu upaya
pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang
berlaku khusus bagi umat Islam, dan upaya menjadikan Syari‘at Islam dan fikih
sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam
harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan-tindakan nyata. Aktualisasi
hukum Islam tidak cukup, bahkan akan merugikan jika dilakukan sekedar sebagai
aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan syari‘at Islam.
Syari‘at Islam sebagaimana telah diuraikan adalah jalan hidup yang menjadi
sumber rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya aktualisasi hukum
Islam adalah belum adanya konsepsi yang jelas tentang materi hukum yang harus
diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku khusus bagi umat Islam
maupun yang berlaku secara umum. Agar proses aktualisasi hukum Islam dapat
dilakukan dengan baik, ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, di antaranya
adalah:
a. Harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat
dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa Syari‘at Islam
berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah
pengulangan tanpa makna. Walaupun tidak ada pengakuan negara,
Syari‘at Islam sebagai jalan hidup memang berlaku bagi umat Islam.
b. Pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk
merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan
sistem hukum nasional secara keseluruhan.
41Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi
Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 364.
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c. Harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan
elaborasi Syari‘at Islam dan kaidah fikih untuk menentukan
masalahmasalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa
dan yang merupakan urusan pribadi umat Islam.
d. Terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh
penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam
dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional
yang tentu saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan dengan
norma dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma agama.42
Jika demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa agama dipahami sebagai warisan
kesejarahan yang harus diterima secara taken for granted. Syari‘at dipahami secara
reduksionis menjadi hukum-hukum partikular (fikih). Bahkan syari‘at dimaknai
hanya menutupi aurat, mencantumkan huruf Arab, memberlakukan hukuman
cambuk, yang diperkuat dengan pengawasan oleh polisi syari‘at. Realitas ini secara
kasat mata bisa dilihat dan sangat jelas terbentang dalam layar syari‘at di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu, nilai keabadian dan universalitas al-
Qur’an terletak pada prinsip moralnya, maka pernyataan hukum (legal specific),
seperti hukuman potong tangan, cambuk, jilid dan sebagainya tidak berlaku secara
universal. Hukuman itu hanyalah solusi temporal dan bersifat tentatif atas peristiwa-
peristiwa yang muncul saat al-Qur’an diturunkan.43
Sebagai pertimbangan dan dalam konteks sosial yang mejemuk di mana
Syari‘at Islam sejak awal memang dapat dibaca ke dalam kultur keberagamaan yang
berkembang di Aceh, dengan apresiasi yang tidak memberikan ruang yang luas bagi
budaya, sehingga unsur keberagamaan tampak bersifat simbolik-literalistik. Aceh
tidak mempunyai eksperimentasi yang cukup untuk memahami agama dengan
42Jimly Asshiddiqie, “Islam dan Pembangunan Hukum Nasional,”
http://zfikri.wordpress.com/2007/06/19/jimly-asshiddiqie-islam-dan-pembangunan hukum-
nasional/?referer=sphere_related_ content/ 9 Mei 2009, 22:09.
43Muhyar Fanani, Membumikan..., hlm. 365.
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menggunakan lensa sosial budaya, yang memungkinkan adanya kelancaran
komunikasi antara ajaran keagamaan dan sosial budaya. Di satu sisi, agama harus
mengikuti budaya, tapi di sisi lain, budaya harus mengakomodasi agama. Namun,
teori timbal-balik sosial kebudayaan terlihat sangat paradoks dalam sekat keagamaan
yang berkembang di Aceh selama ini.
Persoalannya adalah bagaimana pemahaman membangun Syari‘at Islam yang
selama ini terkesan menakutkan dan cenderung ‘kearab-araban’ alias ahistoris itu,
menjadi sosok syari‘at yang elegan, tidak menakutkan dan fleksibel dalam
menghadapi perubahan sosial, sekaligus tidak bertentangan dengan demokrasi dan
pluralisme yang kini menjadi isu politik global. Dengan kata lain, Syari‘at Islam yang
seperti apakah yang sekiranya relevan untuk dikembangkan dalam konteks kekinian,
dan ini menjadi cita-cita bersama sebagai sikap menjaga keutuhan yang diamanatkan
dalam Undang-undang nasional.
Uraian di atas, jelaslah diperlukan sebuah konsep dan agenda penerapan
syari’ah yang paripurna, yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai tantangan yang
ada. Baik tantangan ideologis yang mendasar, yakni eksistensi sekularisme maupun
tantangan sistemik yang lahir akibat sistem hukum yang sekularistik itu. Termasuk
juga tantangan penerapan syariah, baik dalam tataran fikrah (ide) maupun tariqah
(metode). Konsep dan agenda penerapan syari‘at ini meliputi 3 (tiga) hal pokok:
1. Konsep perubahan total (taghyir), untuk menjawab tantangan bercokolnya
sekularisme di Indonesia.
2. Konsep formalisasi syari‘at, untuk menjawab tantangan fikrah dalam
penerapan syari‘at secara garis besar dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
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3. Agenda penerapan syari’ah, untuk menjawab tantangan tariqah dalam
upaya mengubah kondisi Indoensia yang sekularistik saat ini menjadi
kondisi Islami yang kondusif untuk formalisasi syari‘at.44
Formalisasi syari‘at dalam kerangka negara perlu dilakukan karena pada
umumnya pengaturan urusan-urusan publik tidak mungkin diselenggarakan dengan
hukum syara‘ yang berbeda-beda. Oleh karenanya, jika pengaturan urusan publik
tidak mungkin terlaksana dengan tertib dan teratur, kecuali dengan penetapan satu
hukum syara‘ dari sekian hukum syara‘ yang ada, maka wajib atas penguasa untuk
melakukan formalisasi syari‘at dalam arti merealisasikan satu hukum syara‘ yang
berlaku secara mengikat untuk seluruh rakyat.
Pertimbangan ini memprioritaskan pada akar masalah atau termasuk pada
bidang apa masalah itu menempatkan dirinya, baik seluruh maupun sebagiannya.
Jelasnya perbandingan atas masalah akan mempermudah dalam memahami turunan-
turunan yang menjadi kewenangan dalam menentukan suatu perbuatan. Oleh karena
itu, pelaksanaan Syari‘at Islam di Aceh jelas menjadi wilayah muamalah meski
bertaraf ibadah. Untuk itu, pertimbangannya adalah bahwa pernyataan tersebut di atas
mengisyaratkan kemashlahatan dalam bidang muamalah itu adalah atas pertimbangan
manusia. Tentu daya manusia yang dimaksud adalah yang mempunyai kesanggupan
berpikir (menalar) dan mempunyai kewenangan untuk itu.45
44Topo Santoso, Membumikan..., hlm. 125.
45Sebagai acuan dalam  hal ini, pembidangan masalah ke dalam ibadah dan mu’amalah,
dengan acuan kaidah pada ibadah adalah “suatu ibadah itu pada dasarnya batal hukumnya, kecuali
ada dalil yang memerintahnya”. Dan kaidah mu’amalah berarti, “suatu mu’amalah itu pada dasarnya
sah hukumnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Lihat Abdul Wahab Afif, Fiqh (Hukum
Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati t.th), hlm. 16.
Ketentuan ini tentu saja di mana urusan ibadah adalah urusan akhirat dan mu’amalah adalah urusan
dunia; dengan memberi peluang kepada manusia untuk mengembangkannya, maka hukum-hukum
yang berkaitan dengan mu’amalah (pelaksanaan Syari‘at Islam) ditangani oleh manusia itu sendiri.
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Keterangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang syari‘at Islam di
Aceh akan memberi penilaian secara maksimal apabila mampu menggambarkan sisi
ke arah efektivitas sebuah aturan itu sendiri. Artinya, sebuah pemahaman akan
berlaku di kalangan masyarakat sekiranya aturan tersebut memenuhi suatu idealitas.
Tujuan atau cita-cita masyarakat yang mencoba memahami suatu aturan (Qanun)
yang dinilai “baru” atau keputusan suatu pengadilan (acuan Qanun) adalah alat atau
sarana mengukur tingkat kepastian suatu aturan.46
Demikian pula terpenuhinya realitas sebuah aturan. Perbuatan seseorang
merupakan sisi alamiah, yang kemudian dicoba untuk disesuaikan berdasarkan tata
kaidah hukum. Untuk itu, suatu realitas hukum termasuk pelaksanaan Syari‘at Islam
akan diukur tingkat keberhasilan atau kegagalan apabila pengaruhnya berhasil
mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau
tidak. Pemikiran ini menunjukkan bahwa aturan pelaksanaan Syari‘at Islam yang
telah dirumuskan dalam sejumlah Qanun-qanun yang ada bukan sekedar norma statis
yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang
harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat
dalam mencapai cita-citanya.
46Soleman B. Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1993), hlm. 48.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG QANUN ACEH
A. Pengertian Qanun Aceh
Qanun Aceh merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan
sejenis Peraturan Daerah Provinsi, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dan kehidupan masyarakat Aceh.1 Aturan ini memuat penjelasan, bahwa Qanun
adalah bentuk jamak qawanin, yang secara harfiah (etimologi) berarti rule,
statute, code (peraturan, Undang-undang).2
Berdasarkan makna kebahasaan ini, maka Qanun bisa didefinisikan
dengan segala aturan yang berlaku dan disertai dengan konsekuensi. Maksud ini
adalah, bahwa Qanun meniscayakan unsur perulangan atas suatu perbuatan yang
memperlihatkan adanya pola yang tetap dan mapan, dengan tujuan mengatur
urusan manusia dalam hubungan kemasyarakatan, yang harus ditaati, dihormati,
dan diterapkan anggota masyarakat.3
Atas dasar pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa definisi di atas
masih bersifat umum, yang kemudian mencakup segala bidang. Karena itu, ruang
lingkup definisi Qanun sebagaimana yang telah diurai di atas, bisa berupa hukum
alam (al-Qanun al-Tahb'i), matematika (al-Riyadhiyyat), dan ekonomi (al-
Iqtishadiyyat).
1Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Pasal 1.
Sementara pengertian Qanun dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 18 Tahun 2001, adalah Peraturan
Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
2Hans Wehr, [ed.,] J. Milton Cowan, A Dictionary of Modern Written Arabic, cet ke-3,
Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1971, hlm. 791.
3A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan
Hukum Islam,  (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 60-61.
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Dalam studi hukum, pengertian Qanun dan hukum itu sendiri sedikit
berbeda dengan pengertian di atas. Qanun adalah sekumpulan aturan/kaidah yang
mengatur prilaku orang dalam masyarakat, yang disertai dengan sanksi bagi
pelaku yang secara jelas melanggarnya. Sementara dalam konteks yang lebih
sempit, sering kali Qanun dipakai untuk menujukkan salah satu cabang hukum
yang berlaku dalam bidang tertentu, seperti Qanun madani/hukum perdata/pivate
law dan yang lainnya.4
Qanun juga sering dipakai untuk menunjukkan at-Tasyri'/legislasi
pembuat undang-undang yang merupakan hasil dari badan legislatif. Begitu juga
dengan hukum, juga diartikan dengan at-Taqnin, yang berarti sekumpulan pasal
atau teks hukum dalam satu cabang hukum tertentu.5 Dari penjelasan ini, maka
Qanun yang penulis maksudkan adalah, sekumpulan aturan yang mengatur
sejumlah prilaku masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang
melanggarnya.
Qanun lazim juga diterjemahkan sebagai Undang-undang. Sementara
dalam Mu'jam al-Wasith, kata Qanun merujuk pada makna yang mencakup segala
sesuatu yang telah menjadi ketetapan hukum. Karena itu, oleh para ulama salaf,
Qanun didefenisikan dengan kaidah umum yang berisikan aturan-aturan yang
berlaku.6 Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, istilah Qanun diartikan
4Subhi Mahmasani, [ter.,] Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, Al-Ma'arif,
Bandung, 1976, hal. 27-28. Bahkan istilah Qanun juga berarti, kumpulan peraturan perundang-
undangan, atau Qanun bisa juga berupa syara', atau bisa berupa Undang-undang yang mengatur
masalah-masalah khusus.
5Adnin, Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar, dalam www. Geogle Com, Terobosan Online,
Jum'at, 09 November, 2007.
6Yusuf Qaradhawi, [terj.,] Ade Nurdi & Riswan, Membumikan Syari'at Islam, Mizan,
Bandung, 2003, hlm. 29-30.
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dengan ukuran segala sesuatu. Atau bisa juga kumpulan Undang-undang yang
ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur
hubungan manusia dalam masyarakat di suatu wilayah hukum.7
Ada juga pandangan yang membedakan antara Syari’ah dalam
pengertian fikih dengan Syari’ah dalam pengertian Qanun.8 Jika dikaitkan dengan
Undang-undang Dasar 1945, maka Qanun identik dengan hukum negara yang
berupa peraturan perundangan-undangan yang bersumber pada Undang-Undang
Dasar 1945. Sumber inspirasinya adalah segala norma yang berkembang dan
dikembangkan dari dunia ilmu (fikih). Tetapi tidak boleh bertentangan dengan
keyakinan hukum dan keyakinan keagamaan segenap warga negara Indonesia.
"Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh
ada hukum nasional yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini
oleh warga negara Indonesia".
Dari sejumlah definisi yang telah disebut di atas, jika istilah Qanun
dihubungkan dengan kata syari'at, berarti Qanun dapat dipandang hukum dan
hukuman yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan individu,
masyarakat, dan negara. Karena itu, istilah Qanun atau Undang-undang sering
disebut sebagai al-Wadh'i (Undang-undang buatan manusia). Dengan demikian,
istilah Qanun atau Undang-undang sering juga digunakan untuk menyebut kitab
hukum tertentu, seperti hukum pidana atau kitab-kitab yang dijadikan rujukan
dalam menyelesaikan beragam kasus.
7Anonim, Ensiklopedi Islam Indonesia, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, hlm. 3.
8Mengenai hubungan simentris ini, lihat Sayyed Hossein Nasr, Ideal and Realities of
Islam, Aquarian, London, 1994, hlm. 94-95.
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Dalam bahasa Aceh, istilah Qanun relatif sangat populer dan tetap
digunakan di tengah masyarakat. Bahkan istilah ini sudah sejak lama digunakan
dengan berdasarkan budaya Melayu. Kitab Undang-undang Malaka yang disusun
pada abad ke XV atau XVI Masehi telah menggunakan istilah ini. Undang-undang
ini digunakan bertujuan untuk membedakan antara hukum adat di satu sisi dan
hukum lain semacam fikih di sisi lain.9
Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh
terdiri atas dua kategori penggunaan, yaitu Qanun yang mengatur materi
penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi
penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Syari`at termasuk dalam
kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat
Aceh.
Hal ini teridentifikasi melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, di mana istilah Qanun Aceh disebut dengan Peraturan Daerah Plus.10
Atau lebih tepatnya disebut dengan Peraturan Daerah yang menjadi peraturan
pelaksana langsung untuk menjadi Undang-undang dalam rangka merespon
langkah konkrit berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus.
UU Nomor 18 Tahun 2001 dalam pasal 1 angka 8 disebutkan, bahwa
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai
pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9Selanjutnya, lihat Al Yasa 'Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di NAD,
Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2006, hlm. 6-7.
10Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan
Kegiatan, edisi revisi, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2004, hlm. 56.
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dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Sementara pasal 1 angka 21
Ketentuan Umum dijelaskan, bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-
undangan sejenis peraturan Provinsi yang mengatur penyelengaraan pemerintahan
dan kehidupan masyarakat Aceh.
Penyerahan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001 terkait kewenangan
Provinsi Aceh kepada Qanun tersebut dilatar belakangi adanya kelemahan yang
terdapat dalam UU Nomor 44 Tahun 1999. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU
Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan: "(1) Daerah diberi kewenangan untuk
mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki (2) Kewenangan
untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan
peraturan daerah. Perda sebagai peraturan pelaksanaan Syari'at Islam dalam UU
Nomor 44 Tahun 1999 ini sama dengan Perda di daerah lainnya, sehingga
dipandang sebagian yang mengandung kelemahan.
Kelemahan ini yang kemudian menyebabkan munculnya usulan
penggantian Perda dengan Qanun yang diperluas cakupannya sebagaimana
diadopsi dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor
18 Tahun 2001 disebutkan: "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah
Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat
mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti
asas lex specialis derogoat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang
melakukan uji materiil terhadap Qanun.11
11Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, hlm. 35.
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Pengertian Qanun yang mengikuti lex specialis tersebut menimbulkan
pro dan kontra di kalangan stakeholder. Dikatakan bahwa Qanun Aceh itu adalah
Peraturan Daerah yang setara dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk
pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, atau paling kurang disebut dengan istilah
Perda "Plus", karena dapat melaksanakan UU secara langsung dan dapat
mengenyampingan peraturan lain berdasr asas lex specialis tersebut.12
Sekiranya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pelaksanaan
Syari`at Islam dibandingkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara nasional dan juga dengan tata urutan perundang-
undangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus di bidang
lainnya, akan terlihat sebagai berikut :
Jenis dan hierarki
peraturan perundang-
undangan nasional
Jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan
pelaksanaan otonomi khusus
Jenis dan hierarki
peraturan perundang-
undangan pelaksanaan
Syari`at Islam
1 2 3
UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945
UndangUndang/PERPPU Undang-Undang/PERPPU Undang-Undang/
PERPPU/Syari`at
Islam (Al-Qur’an/
Sunnah/Ijtihad/
Mazhab)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
PeraturanDaerah
Provinsi/Kabupaten/
Kota/Peraturan Desa
Qanun Aceh/
Qanun Kabupaten/Kota
/Reusam Gampong
Qanun Aceh
Qanun Kabupaten/
Kota/Reusam
Gampong13
12Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam, hlm. 56.
13Al-Yasa' Abubakar, [ed.,] Syamsul Rijal, Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh
dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak, Dinas Syari'at Islam, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, 2007, hlm. 18.
32
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara nasional
diambil dari ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1). Sedangkan Tata Urutan
Peraturan Perundangan Otonomi Khusus diambil dari UU Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh terutama ketentuan dalam Pasal 270 yang
menyatakan bahwa:
(1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan
Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan Qanun Aceh.
(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-
undang ini diatur dengan Qanun kabupaten/kota.14
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan pelaksanaan
yang termaktub dalam UU Otonomi Khusus menjadi bukti kewenangan
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bukti ini dilihat dengan
adanya Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota). Dengan demikian, maka
Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden dianggap tidak perlu, atau lebih
tegas lagi dipandang tidak berwenang untuk mengatur hal-hal yang menjadi
kewenangan pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, ruang yang
seharusnya diisi oleh dua jenis peraturan ini menurut aturan Nasional, dalam
pelaksanaan otonomi khusus akan menjadi kosong, karena UU Nomor 11 Tahun
2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakannya demikian.
Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan pelaksanaan
Syari`at Islam diambil dari ketentuan tentang otonomi khusus di atas, yang
14 Ibid, hlm. 19.
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kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 241 ayat (3) UU
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sebelumnya sudah
diuraikan, bahwa sanksi dalam Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syari`at Islam
adalah bebas, disesuaikan dengan aturan dalam Syari`at Islam itu sendiri. Adanya
ketentuan ini memberi peluang kepada Syari`at Islam untuk menggunakan (yang
diatur dalam Qanun Aceh), sanksi yang tidak sejalan dengan Undang-undang dan
itu berarti dapat mengabaikan Undang-undang.15
Adapun mengenai Qanun Kabupaten/Kota dinyatakan tidak setingkat
atau berada di bawah Qanun Aceh dalam pelaksanaan Syari`at Islam, adalah
karena kewenangan membuat Qanun pelaksanaan Syari`at Islam hanya diserahkan
kepada Qanun Aceh. Jadi adanya Qanun kabupaten/kota di bidang ini, hanyalah
pelimpahan lebih lanjut dari Qanun Aceh.16
Ketentuan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001 dengan Qanun justru
mengandung paradoks. Qanun yang merupakan produk DPRD (DPRD Provinsi)
dikesankan setara dengan peraturan pelaksanaan UU itu sendiri. Sementara di sisi
lainnya, bahwa hal yang diatur itu harus berada dalam lingkup kewenangan
daerah. Atas dasar ini, tampaknya secara yuridis tidak ada perbedaan signifikan
antara istilah Perda dan Qanun yang khusus digunakan di Aceh. Asas lex specialis
yang diletakkan pada Qanun Aceh hanya berlaku untuk peraturan perundang-
15Al Yasa Abubakar, Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang
Hukum, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007, hlm. 18.
16Mengenai peraturan desa (reusam gampong) dimasukkan ke dalam tata urutan ini
karena keberadaannya diakui dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dan juga dalam UU Nomor 32
Tahun 2004, walaupun dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 hal tersebut tidak disinggung lagi.
Dalam kaitan ini, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam
Provinsi Aceh Darussalam,  telah mengatur tentang peraturan desa ini (Pasal 1 angka 8 dan Bab
VII Pasal 53 sampai Pasal 56) yang diberi nama reusam gampong.
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undangan yang sederajat atau di bawahnya. Artinya, Qanun yang setara dengan
Perda itu tidak dapat mengenyampingkan sebuah Undang-undang.17
Dengan demikian, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam
menerapkan asas lex specialis derogoat lex generalis.18
1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
Penonjolan prinsip aturan hukum umum tetap berlaku dikarenakan aturan
hukum khusus merupakan pengecualian.
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (Undang-undang dengan Undang-undang)
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum
(regim) yang sama dengan lex generalis.
Artinya, bahwa asas lex specialis lebih tepat diterapkan bagi UU Nomor
18 Tahun 2001 itu sendiri, bukan diterapkan bagi Qanun. Atau secara sederhana,
bahwa UU Nomor 18 Tahun 2001 dapat mengenyampingkan semua Undang-
undang yang bersifat umum, termasuk Undang-Undang otonomi daerah dan
Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan jika substansi
sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Karena jika yang mengikuti asas
lex generalis itu Qanun, justru peraturan perundang-undangan lain dapat
dikesampingkan, dan Qanun Aceh hanyalah peraturan yang hierarki-nya sederajat
atau di bawahnya. Pembatasan ini disebabkan adanya ketentuan yang terdapat
dalam pemberlakuan asas lex specialis.19
17Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari`at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan
Implementasi, Logos wacana Ilmu, Ciputat Indah Permai, 2003, hal. 231-232; Rifyal Ka'bah,
Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, cet. ke-1, Khairul Bayan, Jakarta, 2004, hlm. 10-36.
18Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), diktat kuliah, hal. 54;
Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2009, hlm. 100.
19 Ibid.
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Atas dasar demikian, keistimewaan Qanun yang ada di Provinsi Aceh
mandapat mandat langsung berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 sepanjang
menyangkut dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintahan Aceh. Keistimewaan
Qanun Aceh bukan semata-mata terletak pada Qanun itu sendiri, melainkan
datang dari UU yang memberikan kewenangan pada Qanun. Oleh karena itu, jika
misalnya substansi yang diatur Qanun Aceh itu bertentangan dengan UU, maka
hal ini tetap dapat dibenarkan secara yuridis selama substansi yang diatur dalam
Qanun Aceh merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka
melaksanakan otonomi khusus sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2001. Dengan
demikian, Qanun Aceh bisa setingkat dengan Perda, namun mempunyai
kewenangan yang berbeda dengan Perda di daerah lainnya.
Perubahan status hukum seperti ini ternyata memberikan format lain
melalui beberapa ketentuan. Ketentuan ini juga dipandang sebagai salah satu
sumber hukum, peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi
nilai keadilan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat luas. Bagaimana pun,
hukum bukanlah sub sistem yang otonom dan netral, tetapi sebaliknya selalu
dipengaruhi oleh banyak faktor dan kepentingan. Dalam kajian ilmu hukum paling
tidak ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-
undangan dapat berlaku secara baik, yakni: mempunyai dasar keberlakuan yuridis,
sosiologis, dan filosofis.
Faktor penggunaan bahasa yang baik tampaknya juga ikut
mempengaruhi sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga hal ini
bisa menimbulkan efek yang timbul jika peraturan perundang-undangan terjadi
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ketidakjelasan arti dalam perumusan, atau rumusan yang dapat ditafsirkan dengan
berbagai arti, inkonsistensi dalam penggunaan peristilahan, sistematika yang tidak
baik dan bahasa yang sukar dimengerti, dan lain sebagainya.20
Di samping keberlakuan yuridis, sosiologis, filosofis dan penggunaan
bahasa yang baik sebagai parameter sebuah peraturan perundang-undangan yang
baik, faktor politik juga dapat dimasukkan sebagai parameter untuk menilai
peraturan perundang-undangan. Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan
politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun di mana
pembangunan merupakan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas-jelas
membutuhkan legalitas dari sektor hukum.21
Ternyata hukum tidak memihak dari sub sistem kemasyarakatan
lainnya, dan politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan pelaksanaan
hukum. Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, kiranya hukum
cenderung dipengaruhi oleh sistem politik. Oleh karena itu, sub sistem politik
memiliki konsentrasi yang lebih besar memengaruhi aturan hukum. Untuk itu,
sejumlah penelitian menunjukkan, bahwa konfigurasi politik yang demokratis
akan melahirkan produk hukum yang responsif. Begitu sebaliknya, konfigurasi
politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif.22
20Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun &
Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai Manual, Kencana,
Jakarta, 2009, hlm. 68.
21Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Sesiologis dan Filosofis, Toko
Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 99.
22Untuk pemahaman yang mendalam tentang hubungan kondisi politik dengan produk
hukum baca Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 38.
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Berdasarkan asumsi ini, maka temuan dalam teori hukum erat
dibedakan kepada 3 hal dan dipandang sebagai sebagai kaidah hukum yang
berlaku, di antaranya sebagai berikut :
1. Hukum berlaku secara yuridis
Maksud ini adalah apabila ketentuan hukum diberlakukan berdasarkan
pada norma yang lebih tinggi tingkatannya, menurut pandangan Hans Kalsen, atau
apabila hukum yang dimaksud terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan,
pandangan W. Zevenbergen, atau apabila menunjukkan keharusan antara suatu
kondisi dan akibatnya, menurut J.H.A. Logemann.23 Sejumlah pandangan ini
mengandung ulasan bahwa pemberlakuan secara yuridis atas suatu perbuatan
cenderung diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang dimuat dalam beberapa
syarat, di antaranya adalah :
Pertama, adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-
undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau
pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka peraturan perundang-undangan batal
demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatanya batal secara
hukum.
Kedua, adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-
undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan
perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk
ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan
tersebut.
23Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 44-45;
Keberlakuan yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni (Reine
Rechlehre) yang dikemukakan oleh Hans Kalsen.
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Ketiga, mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak
diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau
tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung
kaidah yang bertentangan dengan UUD.24
2. Hukum berlaku secara sosiologis
Pada ruang lingkup ini mengandung pemahaman bahwa kaidah-kaidah
hukum dapat dipaksakan oleh penguasa, meski ditolak oleh masyarakat, dan hal
ini seperti yang dipahami dalam teori kekuasaan. Ataupun sebaliknya, bahwa
kaidah-kaidah hukum tersebut dapat diberlakukan karena diterima atau diakui
oleh masyarakat, meski ditolak oleh penguasa atau pemerintah, dan hal ini seperti
yang dijelaskan dalam teori pengakuan.25
Atas dasar tersebut, maka kecenderungan untuk diterapkan perlu
disikapi secara empiris/sosiologis. Maksudnya adalah jika para warga masyarakat
mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan, maka aturan tersebut harus
dipandang dalam koridor empiris dan melalui sarana penelitian sejauh
menyangkut perilaku warga masyarakat.
3. Hukum berlaku secara filosofis. Maksud ini harus berdasakan cita-cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi.26
24Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Indhill, Jakarta, 1992,
hlm. 78-80.
25 Soerjono Sukanto, Pengantar.., hlm. 45.
26 Ibid, hlm. 46-47.
39
4. Setiap masyarakat selalu mempunyai “rechtsidee”, yakni apa yang
masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapakan untuk
menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban, maupun
kesejahteraan.
B. Asas-asas Pembentukan Qanun Aceh
Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah, suatu pedoman atau surat
rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bagian yaitu :
a. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan;
b. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-
undangan;
c. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan;
Asas yang dikandung dalam materi muatan Qanun seperti disebutkan
dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun, Pasal 3 ayat (1), juga harus mengandung beberapa asas :
1. Asas keislaman;
2. Asas kebenaran;
3. Asas kemanfaatan;
4. Asas pengayoman;
5. Asas kemanusiaan;
6. Asas kebangsaan;
7. Asas kekeluargaan;
8. Asas karakteristik Aceh;
9. Asas keanekaragaman;
10. Asas keadilan;
11. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
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12. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
13. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
Pada ayat (2) menyebutkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan Qanun
Aceh yang bersangkutan.27
Selain itu, asas-asas hukum umum yang secara khusus dapat diterapkan
juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas-asas : lex
specialis derogat legi generalis (undang undang/peraturan perundang-undangan
yang bersifat khusus, mengenyampingkan undang undang/peraturan perundang-
undangan yang bersifat umum); lex posteriori derogat legi priori (undang
undang/peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya,
mengenyampingkan undang undang/peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan sebelumnya); lex superior derogat legi inferiori (undang
undang/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan
undang undang/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).28
Pada Pasal 2 menyebutkan pembentukan Qanun Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
a. Syari`at Islam;
b. Kepentingan Umum;
c. Qanun lainnya; dan
d. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Proses penyusunan Qanun Aceh dan atau Qanun kabupaten/kota,
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas diberi penekanan bahwa tidak boleh
27Bagir Manan, Dasar-dasar.., hlm. 20.
28Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 8.
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bertentangan dengan konsep Syari`at Islam. Penekanan ini terletak sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2001.
(1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam sebagai
bagian dari istem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah
Syar'iyyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
(2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyyah  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang
diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan, bahwa
untuk mewujudkan pembangunan hukum dan tertib pemerintahan di Aceh, maka
diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan
sampai dengan pengundangannya. Untuk mengimplementasikan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-
undangan lainnya perlu dibentuk Qanun Aceh yang berkualitas dan partisipatif
dengan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara
penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.
Mandat kepada Qanun Aceh yang terkait dengan pelaksanaan syari'at
Islam, kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam. Di dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2002 ini diatur dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyyah yang meliputi
bidang ahwal al-syakhsiyyah, mu'amalah, dan jinayah (pidana).
Kedudukan Qanun Aceh yang memiliki kekuatan yuridis dilanjutkan
dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU
PA), yang mencabut UU Nomor 18 Tahun 2001.29 Karena itu, dalam ketentuan
29Di dalam Pasal 272 UU Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan: "Dengan berlakunya
Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khususbagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak
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umum angka 21 dan 22 UU Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan: "Qanun Aceh
adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi,
kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
Untuk itu, pengertian ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1, angka 14
dan 15 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun. Dari penjelasan pengertian tersebut, kedudukan Qanun Aceh dijelaskan
dalam Pasal 233 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatakan: "Qanun
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, Pemerintahan
Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan". Hal ini ditegaskan
kembali dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan,
bahwa "Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan
kabupaten/kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah,
penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan".
Berdasarkan fungsi pembentukan Qanun Aceh tersebut, maka Qanun
Aceh dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan
pemerintahan Aceh atau kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenagan pemerintahan Aceh atau kabupaten/kota ini terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan (Pasal 14 ayat (2). Di antara urusan wajib yang menjadi
_____________________
berlaku. Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006, hlm. 138. Memang menurut asas lex posterior derogaat lex prior (peraturan yang
lahir belakangan membatalkan peraturan yang lahir sebelumnya). UU Nomor 18 Tahun 2001
berarti tidak berlaku lagi, apalagi dinyatakan telah dicabut oleh UU Nomor 11 Tahun 2006.
Namun ketentuan dalam UU Nomor 18 tetap diikutkan dalam pembahasan tesis ini, lantaran
seluruh peraturan perundag-undangan yang terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh
memiliki hubungan yang utuh dan berkesinambungan.
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kewenangan pemerintahan Aceh yang merupakan pelaksanaan keistimewaan
Aceh antara lain penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
Syari'at Islam begi pemeluknya di Aceh (Pasal 16 ayat [2] huruf a UU Nomor 11
Tahun 2006). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syari'at Islam ini
diserahkan dan diatur dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 125 ayat
[3].
Dikarenakan Qanun ini sejenis Peraturan Daerah yang merupakan salah
satu jenis Peraturan Perundang-undangan, maka dasar asas pembentukan juga
sama dengan Perda itu sendiri, yang juga merupakan salah satu jenis peraturan
perundang-undangan. Hal ini terlihat dari rumusan dalam Pasal 5 UU Nomor 10
Tahun 2004 yang berisi asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
juga dijadikan dasar pembentukan Qanun Aceh sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 236 UU Nomor 11 Tahun 2006 dengan sedikit perbedaan diksi kata
yang digunakan. Dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 menggunakan kata
"dapat dilaksanakan, sedangkan dalam Pasal 236 UU Nomor 11 Tahun 2006
menggunakan kata "keterlaksanaan".
Namun ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/Qanun itu tampak berbeda
dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 sebagai
peraturan yang lebih tinggi, yang seharusnya dijabarkan oleh Qanun Aceh Nomor
3 Tahun 2007 tersebut.
Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007,
menambahkan asas "keterlibatan politik" sebagai asas pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan, yang tidak terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dan
UU Nomor 11 Tahun 2006. Bahkan penambahan asas ini tidak mempunyai makna
sama sekali, karena asas ini sudah termasuk dalam asas keterbukaan.
Sementara dalam penjelasan Pasal 5, huruf g UU Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: "Yang
dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan,
dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh
lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan demikian, atas beberapa gambaran di atas, bahwa kedudukan
Qanun Aceh, baik menurut UU Nomor 18 Tahun 2001 maupun UU Nomor 11
Tahun 2006 sama-sama diakui sebagai jenis Peraturan Daerah. Apabila dilihat
dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah
menempati urutan terendah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor
10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai
berikut :
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai
berikut:
1. UUD 1945;
2. UU/Perppu;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;30
30Dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2004, semua bentuk keputusan termasuk
keputusan Presiden yang sifatnya mengatur harus dibaca Peraturan, sehingga dalam jenis
peraturan perundang-undangan di atas disebut Peraturan Presiden. Hal ini disebutkan dalam Pasal
56 UU Nomor 10 Tahun 2004: "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Kepuusan
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputuan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud
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5. Peraturan Daerah;
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:
a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi bersama Gubernur
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
c. Peraturan Desa/yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atas
nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.
Selain sebagaimana disebutkan ayat (1) tersebut di atas, masih terdapat
jenis peraturan perundang-undangan lain yang disebutkan di dalam pasal 7 ayat
(4) sebagai berikut: "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekluatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi. Kemudian di dalam Penjelasan pasal 7 ayat (4) disebutkan :
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini,
antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksaan Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala
Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang diebntuk oleh
Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.
Berkaitan dengan hierarki tersebut, Qanun Provinsi Aceh diakui
termasuk dalam jenis Perda Provinsi. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a
UU Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan: "Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah
Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
_____________________
dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku,
harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini". Ibid, hlm. 23.
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Darussalam. Di samping itu juga, penambahan asas "karakteristik Aceh" justru
bertentangan dengan asas kenusantaraan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e UU Nomor 10 Tahun 2004. Bahkan dalam penjelasannya disebutkan:
"Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah setiap Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila.
Ketidakhamonisan atas beberapa asas yang telah disebutkan di atas
antara UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun ikut mempengaruhi materi muatan Peraturan Perundang-
undangan yang ada. Bahkan penambahan asas seperti yang tercantum dalam
Qanun Nomor 3 Tahun 2007; asas keislaman, kebenaran, kemanfaatan, dan
karakteristik Aceh dianggap sebagai unsur politis saja.
Alasannya, karena ada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2)
UU Nomor 10 Tahun 2004 dan pasal 237 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006
yang telah memberikan kemungkinan pemuatan asas lain sesuai dengan bidang
hukum Peraturan Perundang-undangan atau sesuai dengan materi muatan Qanun
Aceh yang akan diatur. Bahkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2007 pun sudah memuat ketentuan tentang kemungkinan pemuatan asas lain
sesuai dengan materi muatan Qanun Aceh yang bersangkutan. Untuk itu, tingkat
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kesesuaian antara UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2007 tidak
perlu dipersoalkan karena penuh nuansa politis saja.31
C. Materi Muatan Qanun Aceh
Materi muatan Qanun Aceh, sebagaimana dinyatakan dalam Qanun
Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Bab III Pasal
5 ayat (1), meliputi:
a. Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh;
b. Pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah dan
kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa;
c. Pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
d. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan;
Materi atau prinsip-prinsip utama yang menjadi pegangan dalam
penulisan rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syari`at Islam ada empat,
32 yaitu :
1. Ketentuan-ketentuan yang akan dituliskan di dalam Qanun harus tetap
bersumber kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah.
2. Penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur`an dan Al-Hadits akan dikaitkan
dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada
khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya serta tata aturan
yang berlaku dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk
itu, hasil pemikiran dan bahan yang ada dalam khazanah kebudayaan umat
Islam masa lalu akan digunakan sebagai bahan baku dan pembanding,
sehingga pemikiran baru yang diberikan tetap berakar dan tersambung
dengan sejarah masa lalu.
3. Penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan untuk selalu berorientasi
ke masa sekarang dan masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat
Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas Hijriah
atau abad ke dua puluh satu Miladiah, serta mampu menyahuti semangat
31Faisal A. Rani, Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-Undangan,Disamapaikan
pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis tanggal 03 Desember
2009, Banda Aceh, hlm. 10-13.
32Al Yasa` Abubakar, Penerapan Syari`at Islam Di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam
Negara Bangsa, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008,
hlm. 56-57.
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zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan Hak Asasi
Manusia, kesetaraan gender serta kemajuan ilmu dan teknologi.
4. Guna melengkapi prinsip di atas dipedomani prinsip yang merupakan
sebuah qaidah fiqh kulliyah yang dikenal luas: al-muhafazhah bi-l qadim-
ish shalih wa-akhdzu bi-l jadid-il ashlah,yang maknanya ”tetap memakai
ketentuan-ketentuan yang lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta
berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan
lebih unggul.
Sejalan atas itu, dalam ketentuan Pasal 1, angka 16 Qanun Aceh Nomor
3 Tahun 2007, yang menyebutkan: "Materi muatan Qanun adalah seluruh materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah/khusus dan tugas
perbantuan, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.33
Adanya klausul".....menampung kondisi khusus daerah serta penabaran
lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" di dalam UU
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
dapat menjadi landasan hukum bagi Qanun Aceh untuk mengatur hal-hal lain
yang merupakan "karakteristik Aceh" dan penjabaran lebih lanjut dari UU Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Bahkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dipandang dalam 2 kerangka landasan,
yaitu (1) nilai, kaedah, dan moral yang berlandaskan Syari'ah dan ajaran Islam,
dan (2) pembangunan hukum itu berada dalam suatu lingkungan yang lebih luas,
yaitu sistem hukum nasional.34 Karena itu, unsur ini mengandung landasan yuridis
secara mendasar, yakni:
Pertama, mulai diprogramkan usaha internalisasi, aktualisasi, dan
implementasi prinsip, nilai, kaedah Syari'at dan ajaran Islam
33Http://www.nad.go.id/uploadfiles/Qanun/Qanun 3 2007 pdf.
34Faisal A.Rani, Kedudukan Qanun.., hlm. 1
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dalam pembentukan hukum, baik hukum tertulis maupun dalam
pembentukan hukum melalui praktek penegakan hukum.
Kedua, penataan kelembagaan aparatur hukum dalam kerangka
pelaksanaan Syari'at Islam, masih belum tertata dengan baik dan
komprehensif.
Ketiga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat.35
Demikian juga ketentuan dalam pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004
yang berisi materi muatan peraturan perundang-undangan, juga dijadikan asas
materi muatan Qanun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 237 ayat (1) UU
Nomor 11 Tahun 2006 dengan sedikit perbedaan diksi yang digunakan. Dalam
Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 menggunakan kata "kenusantaraan dan
bhinneka tunggal ika", sedangkan dalam Pasal 237 UU Nomor 11 Tahun 2006
menggunakan kata "keanekaragaman dan non diskriminasi".
Demikian juga tentang asas materi muatan Qanun sebagai Peraturan
Perundang-undangan; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 menambah 4 asas,
sebagaimana telah diurai di atas, seperti asas keislaman, kebenaran, kemanfaatan,
dan karakteristik Aceh. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, dan
h Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Penambahan keempat asas ini ternyata tidak
dijelaskan maksudnya di dalam Penjelasan,36 dan menjadikan ketentuan tersebut
mengandung kekaburan "makna" yang harus dihindarkan dari Qanun sebagai
Peraturan Perundang-undangan.
Sementara dalam Pasal 5 huruf (f) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan asas pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah "kejelasan rumusan". Di dalam
35Ibid, hlm. 2.
36Di dalam Penjelasan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tersebut disebutkan
"cukup jelas". Lihat Http://www.nad.go.id/uploadfiles/qanun/qanun. 3 2007. pdf.
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Penjelasannya disebutkan: "Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan
adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata
atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Demikian juga ketentuan lebih lanjut yang dijelaskan dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (3) yang
menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. ketentuan ayat
(3) ini dengan sendirinya membatalkan ketentuan ayat (2) sehubungan dengan
aspek aqidah akhlak, yang sebenarnya menjelaskan ketentuan ayat (1) sehubungan
dengan ibadah, ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga), muamalah, jinayah
(pidana), qadla (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar dan pembelaan
Islam.
Sebenarnya, dalam materi muatan Qanun-Qanun tersebut seperti yang
telah digambarkan di atas untuk klausul pada ayat (3) seharusnya....."sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)...."Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 128 ayat (3)
dan (4) seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2)
tersebut. Kemudian, disharmoni internal lainnya adalah, terlihat dalam Pasal 127
ayat (2) yang memuat klausul: ".....dan menghormati nilai-nilai agama yang dianut
oleh umat beragama...."
Namun dalam Pasal 129 ayat (1) membuka kemungkinan umat non-
muslim untuk memilih dan menundukkan diri pada hukum jinayah, dan ayat (2)
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bahkan membuka penjatuhan hukum jinayah bagi non-muslim yang melakukan
tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau di luar ketentuan pidana
KUHP. Dengan demikian, jika ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) diterapkan
bagi non-muslim, maka ketentuan pasal 127 ayat (2) tidak memiliki makna hukum
sama sekali.
Aturan-aturan di atas, jika dilihat dari teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan, maka Qanun Aceh yang terkait dengan pelaksanaan
Syari'ah Islam di Aceh ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara peraturan
perundang-undangan yang dijadikan pijakan di sini adalah, Keppres RI Nomor 44
Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Keputusan Presiden, UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Meski begitu, seperti yang telah diurai di atas, bahwa hubungan
pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh didasarkan kepada Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999, dan
UU Nomor 11 Tahun 2006. Muatan dalam ketiga peraturan perundang-undangan
tersebut mencerminkan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Karena itu, apa yang
diusulkan oleh tokoh masyarakat Aceh, sebagaimana tercermin dalam Rancangan
UU tentang pemerintahan adalah otonomi di bidang hukum. Dalam pasal 128 ayat
(1) UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan "Peradilan Syari'at Islam di Aceh
adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama
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yang diakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana
pun.37
Dari penelaahan tentang hubungan pelaksanaan Syari'at Islam dengan
sistem hukum nasional diperoleh gambaran bahwa dasar pelaksanaan Syari'at
Islam di Provinsi Aceh, merujuk UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11
Tahun 2006. Berdasarkan rujukan di atas ditetapkan Qanun Aceh oleh pemerintah
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sementara masukan
substansi Syari'at Islam sebagai bahan pembentukan Qanun Aceh termasuk
pencantuman Al-Qur'an dan Al-Hadits berasal dari Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU),38 sebagai badan normatif yang memiliki kedudukan sejajar dengan
Pemerintah Aceh dan DPRA.
37Lihat dalam tulisan Husni Jalil, "Syari'at Islam pada Konteks Otonomi Khusus Aceh
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia", dalam Editor Saifuddin Bantasyam dan
Muhammad Siddiq, Aceh Madani dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syari'at Islam di
Aceh, Aceh Justice Resource Centre: Banda Aceh, 2009, hlm. 169-170.
38MPU ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2000, untuk memberi peran
ulama dalam menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 jo. UU
Nomor 11 Tahun 2006.
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BAB III
FAKTA DAN HARAPAN
A. Tipologi Pendekatan
Sebagaimana telah digambarkan dalam bab I sub C sebelumnya, bahwa
sedikit banyak pemahaman Syari’at Islam di Provinsi Aceh sekarang ini terdapat
problem yang signifikan. Problem ini bukan hanya pada tataran di tingkat atas
(pemerintah Aceh) melainkan juga di tingkat bawah (masyarakat). Artinya
pemahaman Syari’at Islam di Aceh tidak bersinergi atau adanya suatu penyatuan
pemahaman sehingga pelaksanaan Syari’at Islam itu sendiri kurang berjalan
seperti diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari model konsep dari pelaksanaan
Syari’at Islam di Aceh yang ditawarkan oleh para intelektual.
Konsep yang ditawarkan sebelumnya pada dasarnya telah menimbulkan
kontradiktif. Satu pendapat mengatakan bahwa pelaksanaan Syari’at Islam di
Aceh terlebih dahulu di mulai dari tingkat atas kemudian dijalankan oleh tingkat
bawah, sementara pendapat lain mengatakan adalah pelakanaan Syari’at Islam di
mulai dari tingkat bahwa kemudian pada tingkat atas. Masing-masing pemikiran
tersebut mempunyai argumentatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini
menandakan bahwa tolak ukur pelaksanaan syari’at memerlukan paradigma
seobjektif mungkin atas dinamika masyarakat yang berkembang di Aceh.
Kendatipun mencuat keragaman pemikiran yang berbeda, namun bukanlah suatu
problem yang dapat mempengaruhi semangat pelaksanaan Syari’at Islam dan
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merupakan hal yang wajar sebagai wujud pencarian arah awal pemberlakuan
Syari’at Islam yang dapat diimplimentasikan bagi masyarakat Aceh.
Upaya penerapan syari’at Islam sama sekali tidak terlepas atas nilai-nilai
sosiologis yang melekat pada hukum-hukum yang termuat dalam al-Qurán dan as-
sunnah, dan sudah semestinya dipahami dan diselami secara mendalam, sehingga
ketika dilakukan penerapan dalam tataran aplikatif tidak akan kehilangan ruh
sosiologis yang mendasarinya. Oleh karena itu, idealitas memegang peranan
penting dalam mengungkapkan realitas dan kondisi sosial ketika aturan itu
disyariátkan. Penguatan dari sisi ini agar praktek penguatan syari’at bukan
semata-mata ditentukan melalui faktor kepentingan tertentu. Adalah sasaran di
mana syari’at dalam konteksnya adalah hukum tertulis (efektivitas hukum), dan
jika ini tidak berjalan, apakah karena sudut pandang masyarakat atau memang
perilaku (cara) masyarakat tertentu  yang telah mengalami proses perubahan
(diterima atau ditolak) berdasarkan refleksi dari sikap yang bersumber dari nilai-
nilai. Dan biasanya, cara masyarakat menerima atau menolak suatu aturan akibat
adanya kecenderungan atas tanggapan pengaruh sosial itu sendiri.1
Prinsip analisis sosiologis berkaitan erat dengan pendekatan tematis
(maudhuí). Melalui pendekatan ini diharapkan akan mampu dibumikan ajaran
Tuhan yang bersifat sakral-normatif. Dalam konteks kehidupan masa kini,
analisis-sosiologis menjadikan realitas sosial sebagai pertimbangan utama dalam
merumuskan berbagai aturan hukum Islam. Penerapan cara kerja analisis
sosiologis kontekstual kiranya telah banyak dipraktekkan oleh sahabat Rasul
1Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh,
(Banda Aceh Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,  2007), hlm. 9
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terutama Umar ibn Khaththab. Dalam bahasa sekarang dapat dikatakan bahwa
Umar memahami teks-teks syariát dalam kerangka sosiologis dan bukan semata-
mata mendasari diri pada justifikasi fikih an-sich. Umar telah berhasil meletakkan
ruh syariát dalam bingkai dan entitas sosiologis dalam setiap hasil putusannya.2
Apa yang menjadi sasaran pemahaman secara sosiologis, masyarakat Aceh
memiliki respon yang beragam terhadap pelaksanaan syariát Islam secara kaffah.
Sebagai contoh, reaksi sosial yang melahirkan aksi ekstrimisme dalam razia jilbab
di kalangan perempuan yang tidak memakai jilbab dengan sanksi penggundulan
rambut dan razia shalat jumát yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap
laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jumát adalah bentuk penegasan identitas
secara mutlak. Di samping itu, pernah pula terjadi aksi pembakaran pesantren
yang mengembangkan pemikiran-pemikiran yang barangkali dinilai terlalu maju,
sehingga sebagian masyarakat sangat khawatir akan merusak akidah dan pola
ibadah yang dianut selama ini oleh masyarakat. Kasus di atas merupakan contoh
kecil bagaimana ketegangan-ketegangan tertentu terjadi pada kehidupan
masyarakat Aceh dalam kaitannya dengan pemberlakuan syariát Islam. Kejadian
seperti itu, dapat membangkitkan luka lama berupa ikhtilaf, yang jika tidak
diantisipasi dapat melahirkan polemik secara massal. Padahal nilai esensial dari
kehadiran syariát Islam adalah rahmatan lil álamin.
Untuk menghindari konflik tingkat horizontal dalam rangka penerapan
syariát Islam ini, kiranya memerlukan metode interpretasi nilai lokal (kearifan
lokal). Metode ini menggunakan kerangka sosiologis dalam pemahaman dan
2Mahmud Anshari, Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia, (Depok:
Inisiasi Press, 2005), hlm. 90. Adian Husaini, Secara Konstitusional, Syariah Sudah Berlaku,
Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.
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penafsiran teks baik al-Qurán maupun al-Hadits. Paradigma dasar metode ini
adalah bahwa setiap teks al-Qurán dan al-Hadits tidak dapat dilepas dari suasana
sosial masyarakat ketika teks-teks itu muncul, karena pemberlakuan nilai-nilai al-
Qurán dan al-Hadits sasarannya adalah masyarakat. Metode ini semestinya juga
dapat diterapkan dalam kerangka pelaksanaan syariát Islam di Nanggroe Aceh
Darussalam. Di sini nilai-nilai lokal masyarakat Aceh dapat diadopsi oleh
berbagai Qanun sebagai bentuk konkrit penerjemahan syariát Islam di Aceh.
Pendekatan interpretasi nilai lokal akan melahirkan bangunan pelaksanaan syariát
Islam yang khas-kontekstual dan melalui pendekatan semacam ini diharapkan
konflik-konflik hukum Islam pada tatanan pelaksanaan akan terakomodir dalam
suatu bingkai yang terbuka dan demokratis.
Konteks syari`at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan menfasilitasi
kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum
yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya.
Keikutsertaan negara dalam menjalankan Syari`at Islam di Aceh sebagai
kewajiban konstitusional.3 Nilai sosiologis yang melekat pada hukum-hukum
yang termuat dalam al-Qur’an sudah semestinya dipahami secara mendalam,
sehingga ketika dilakukan penerapan tidak akan kehilangan ruh sosiologis yang
mendasarinya.
konstitusional yang mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia.
Bahkan secara sederhana, umum diketahui bahwa masyarakat Aceh telah
menjadikan "norma agama" sebagai standar untuk mengukur, apakah suatu
3 Ibid.
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perbuatan (upaya dan beban hukum) telah sesuai atau tidak dengan syari`at Islam.
Ukuran ini menjadi modal atas legislasi pelaksanaan syari'at Islam yang diatur
melalui aturan formal dan ditetapkan berdasarkan aturan negara.4 Dengan
demikian, ukuran ini kemudian ikut memperkuat norma-norma yang ada sekaligus
dipandang sebagai ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.
Ciri khas tersebut ternyata mendapat pengesahan melalui landasan yuridis
Fenomena bernuansa syari’at merupakan dampak dari perubahan sistem
politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah
menjadi demokratis. Sistem  yang sentralistik berubah menjadi desentralistik.
Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah
ditampung dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25
tahun 1999 tentang Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan
pemerintah daerah lebih otonom. Otonomi daerah inilah yang mengakibatkan
munculnya perda-perda yang banyak bernuansa syari’ah. Para politisi muslim
menjadi motor penggerak lahirnya perda-perda itu. Banyaknya undang-undang
dan peraturan daerah yang bernuansakan hukum Islam di Indonesia pada era
reformasi sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa keinginan
4Mengenai hal ini, lihat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahkan UU ini memuat rincian
yang relatif jelas tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut. Dalam pasal 1 ayat 8
disebutkan, bahwa "Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan
kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Kemudian pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan, bahwa Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam
dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya adalah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
mengamanatkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai badan yang akan melaksanakan
Syari'at Islam secara kaffah.
58
masyarakat Indonesia sangat besar agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum
positif.5
Hal ini ini terjadi karena kebijakan politik dan hukum pemerintah pada era
reformasi ini memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pada era reformasi ini juga
muncul berbagai organisasi-organisasi Islam yang ikut meramaikan perjuangan
menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kesempatan ini ada karena dalam situasi
politik yang demokratis memberikan ruang yang sangat lebar bagi umat Islam
dalam berjuang menjadikan nilai-nilai hukum Islam. Pada masa demokrasi ini
apabila keinginan masyarakat kuat maka pihak yang berwenang dalam hal ini
eksekutif dan legislatif akan lebih berpeluang besar mengakomodir keinginan
masyarakat.6
Positivisasi dan demokratisasi sangat relevan dengan masalah hukum
Islam Indonesia. Langkah positivisasi dan demokratisasi merupakan langkah
menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi
yang disampaikan oleh Syahrur ketika hukum Islam disatukan dengan sistem
hukum negara bangsa. Penyatuan harus berjalan dengan dalam mekanisme
demokrasi. Bila mekanisme demokrasi dijalankan dalam memproduksi hukum,
5Mengenai permasalahan ini, selanjutnya lihat Indra Ismawan, Otonomi:Ranjau-ranjau
Daerah, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), hlm. 3 dst. Untuk mengetahui perihal ini, sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan
kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Maksud ini yang kemudian diperjelas
dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 bahwa negara Indonesia menganut asas desentralisasi dengan
memperkuat fungsi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah. Meski kemudian, UU ini dicabut
sebagai bentuk penyempurnaan antara pusat dan daerah, antara provinsi dengan kabupaten/kota,
serta antara sesama daerah kabupaten/kota, dengan lahirnya UU baru, yakni UU Nomor 32 Tahun
2004. Mengenai hal ini, lihat lebih lanjut dalam Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas
dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 4
6A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata
Hukum di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 103-104
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dengan demikian proses positivisasi berjalan, maka vitalisasi aparat penegak
hukum menemui jalan mulus. Aparat tak canggung dan phobia dengan hukum
Islam karena tidak ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam
dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama
tidak menyalahi hudud Allah merupakan hukum Islam walaupun diproduksi oleh
parlemen, manusia biasa.7
Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum
nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu
upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu
yang berlaku khusus bagi umat Islam, dan upaya menjadikan syari’at Islam dan
fikih sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Aktualisasi hukum
Islam harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan-tindakan nyata.
Aktualisasi hukum Islam tidak cukup, bahkan akan merugikan jika dilakukan
sekedar sebagai aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan
syari’at Islam. Syari’at Islam sebagaimana telah diuraikan adalah jalan hidup yang
menjadi sumber rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya
aktualisasi hukum Islam adalah belum adanya konsepsi yang jelas tentang materi
hukum yang harus diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku
khusus bagi umat Islam maupun yang berlaku secara umum.
Agar proses aktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan baik, ada
sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, di antaranya adalah:
7Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit (Nasionalisasi Hukum Islam Dan
Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 364
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a. Harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat
dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa syari’at Islam berlaku bagi
umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah pengulangan tanpa makna.
Walaupun tidak ada pengakuan negara, syari’at Islam sebagai jalan hidup
memang berlaku bagi umat Islam.
b. Pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk
merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan sistem
hukum nasional secara keseluruhan.
c. Harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan
elaborasi syari’at Islam dan kaidah fikih untuk menentukan masalahmasalah
hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa dan yang merupakan
urusan pribadi umat Islam.
d. Terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan
oleh penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam dan
mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional yang tentu
saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan dengan norma dan
kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma agama.8
Jika demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa agama dipahami sebagai
warisan kesejarahan yang harus diterima secara taken for granted. Syari’at
dipahami secara reduksionis menjadi hukum-hukum partikular (fikih). Bahkan
syari’at dimaknai hanya menutupi aurat, mencantumkan huruf Arab,
memberlakukan hukuman cambuk, yang diperkuat dengan pengawasan oleh polisi
8Jimly Asshiddiqie, “Islam dan Pembangunan Hukum Nasional”,
http://zfikri.wordpress.com/ 2007/06/19/jimly-asshiddiqie-islam-dan-pembangunan-hukum-
nasional/?referer=sphere_related_ content/ 9 Mei 2009, 22:09.
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syari’at. Realitas ini secara kasat mata bisa dilihat dan sangat jelas terbentang
dalam layar syari’at di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu, nilai
keabadian dan universalitas al-Quran terletak pada prinsip moralnya, maka
pernyataan hukum (legal specific), seperti hukuman potong tangan, cambuk, jilid
dan sebagainya tidak berlaku secara universal. Hukuman itu hanyalah solusi
temporal dan bersifat tentatif atas peristiwa-peristiwa yang muncul saat al-Quran
diturunkan.9
Tidak ada isu tentang Islam dan politik di Indonesia yang cukup sensitif,
aktual dan kontroversial, kecuali isu formalisasi syari’at Islam. Yang menarik
untuk dicermati lebih lanjut dari maraknya tuntutan formalisasi syari’at Islam
hingga kini adalah, belum terlihat adanya pemaknaan yang lebih maju terhadap
syari’at. Sesuatu yang sering dilupakan oleh umat Islam bersemangat
(konservatif) dalam melihat syari’at Islam adalah dari aspek historisnya. Bahkan
di kalangan konservatif menganggap, bahwa formalisasi syari’at adalah dengan
merevitalisasi (kalau bukan mengadopsi) nilai-nilai keislaman yang berkembang
di Timur Tengah sebagai jalan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan di bumi.
Sebagai pertimbangan dan dalam konteks sosial yang mejemuk di mana
syari’at Islam sejak awal memang dapat dibaca ke dalam kultur keberagamaan
yang berkembang di Aceh, dengan apresiasi yang tidak memberikan ruang yang
luas bagi budaya, sehingga unsur keberagamaan tampak bersifat simbolik-
literalistik. Aceh tidak mempunyai eksperimentasi yang cukup untuk memahami
agama dengan menggunakan lensa sosial budaya, yang memungkinkan adanya
9Muhyar Fanani, Membumikan..., hlm. 365
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kelancaran komunikasi antara ajaran keagamaan dan sosial budaya. Di satu sisi,
agama harus mengikuti budaya, tapi di sisi lain, budaya harus mengakomodasi
agama. Namun, teori timbal-balik sosial kebudayaan terlihat sangat paradoks
dalam sekat keagamaan yang berkembang di Aceh selama ini.
Persoalannya adalah bagaimana pemahaman membangun wajah syari’at
Islam yang selama ini terkesan menakutkan dan cenderung ‘kearab-araban’ alias
ahistoris itu, menjadi sosok syari’at yang elegan, tidak menakutkan dan fleksibel
dalam menghadapi perubahan sosial, sekaligus tidak bertentangan dengan
demokrasi dan pluralisme yang kini menjadi isu politik global. Dengan kata lain,
syari’at Islam yang seperti apakah yang sekiranya relevan untuk dikembangkan
dalam konteks kekinian, dan ini menjadi cita-cita bersama sebagai sikap menjaga
keutuhan yang diamanatkan dalam Undang-undang nasional.
B. Realisasi Hukum Tertulis
Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka yang paling
besar kesempatan dan sarananya adalah untuk memasukkan nilai-nilai hukum
Islam ke dalam undang-undang. Positivisasi hukum Islam tidak berarti harus
secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Justru yang lebih banyak
lagi kesempatannya adalah ketika positivisasi hukum Islam itu pada setiap hukum
tertulis, dari hukum dasarnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
terkecil atau terendah. Model ini justru lebih memperkecil pendekatan normatif
dengan menjadikan hukum.
Eksperimentasi syari’at Islam di Aceh (termasuk hukuman cambuk),
sesungguhnya memberikan gambaran yang kuat tentang apa yang saya sebut
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dengan syari’at simbolik. Bahwa yang menjadi ukuran dalam pemberlakuan
syari’at Islam di Aceh adalah doktrin-doktrin sekunder dalam teks-teks
keagamaan. Dengan kata lain, apa yang terjadi di Aceh dengan pemaknaan
syari’at sebenarnya tidak menyentuh esensi syari’at, melainkan hanya sekadar
euforia yang bersifat simbolik. Agama tidak lagi dipahami sebagai esensi,
substansi dan komitmen, melainkan sebuah tradisi kearaban yang bersifat
sekunder. Bahkan lebih dari itu, adanya polisi syari’at (WH) yang diproyeksikan
menjadi pengawas dan pengontrol bagi pemberlakuan syari’at, maka terjadilah
ideologisasi syari’at. Atau dengan kata lain, penerapan syari’at akan sangat
tergantung pada peran aparat keamanan, dan bukan pada tingkat kebebasan
masyarakat untuk menerapkan ajaran agamanya sesuai dengan pemahamannya.
Implikasinya, polisi (WH) syari’at sangat dimungkinkan akan melahirkan
kecenderungan represif dan otoritarianistik. Syari’at hanya akan diterapkan secara
terpaksa bagi masyarakat, sedangkan pemerintah lokal dan aparat keamanan tidak
mendapatkan kontrol yang serupa. Polisi (WH) syari’at tidak hanya berdampak
negatif bagi suasana keberagamaan yang pluralis dan inklusif, melainkan
dipastikan dapat memandulkan tradisi ijtihad atas doktrin-doktrin keagamaan,
karena pemahaman keagamaan sangat terpaut dengan otoritas politik. Jika syari’at
dibangun secara nilai simbolik semacam ini, maka penerapan dalam sistem
hukum dan politik di Indonesia akan sangat dimungkinkan termarjinalisasikan ke
dalam pemahaman yang sempit.
Kecenderungan ke arah ini sangat tampak dalam penerapan hukuman
cambuk di Aceh. Indikasinya sangat jelas, ketika ternyata hukuman cambuk itu
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hanya diberlakukan untuk mereka yang berekonomi lemah, seperti penjudi,
pemabuk, dan pezina (Perda No 3/2003). Sama sekali tidak menyentuh tindak
pidana dengan kerugian sosial, ekonomi, serta politik yang lebih besar, seperti
pelaku korupsi yang biasanya ‘dekat’ dengan politik kekuasaan.
Bila ini yang terjadi, maka atas nama syari’at, peminggiran terhadap
kaum minoritas dan tindakan represif dapat berlaku secara massif. Hal ini jelas
bertentangan dengan substansi syari’at Islam sebagai jalan agama menuju
keadilan dan harmoni sosial. Tantangan ini merupakan tantangan konseptual
mengenai gambaran syari’ah Islam seperti apa yang ingin diterapkan. Paling
kurang tantangan ini terwujud pada dua pihak :
Pertama, pihak yang hendak memperjuangkan syari’ah. Bagi yang pro-
syari’ah ini, tantangan pemikiran ini terletak pada kejelasan konsep syari’ah yang
akan diterapkan. Selama ini belum ada individu atau gerakan yang mengajukan
tawaran paripurna mengenai bagaimana syari’ah Islam diterapkan secara totalitas,
baik dalam sistem pidana, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem
pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Memang sudah ada beberapa
pihak yang mencobanya, namun sifatnya hanya parsial, misalnya konsep hukum
pidana Islam yang digagas oleh Topo Santoso dalam bukunya Membumikan
Hukum Pidana Islam. Para pejuang syari’ah ini masih juga mendapat hambatan
dari sementara kalangan sekuler yang anti syari’ah, sehingga beban
perjuangannya menjadi semakin berat, justru oleh orang Islam.10
10Topo Santoso, “Aspirasi Syariat Islam di Era Otonomi”, Membumikan Hukum Pidana
Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 104-105
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Kedua, pihak masyarakat dengan tingkat kesadaran terhadap perjuangan
penegakan syari’ah yang dinilai masih rendah.
Sementara itu, Topo Santoso mengajukan beberapa langkah alternatif
untuk penerapan syariah Islam di Indonesia. Yaitu melalui : (1) perubahan
konstitusi, (2) mengubah sistem hukum nasional menjadi sistem hukum Islam, (3)
Islamisasi hukum nasional, (4) perluasan kompetensi Peradilan Agama, (5)
memasukkan unsur/konsep hukum Islam tertentu dalam hukum nasional, dan (6)
optimalisasi UU Pemerintahan Daerah.11 Namun meski demikian, Topo Santoso
sendiri pada akhirnya tidak menjelaskan mana metode yang menjadi pilihan
utamanya.
Uraian di atas, jelaslah diperlukan sebuah konsep dan agenda penerapan
syari’ah yang paripurna, yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai tantangan
yang ada. Baik tantangan ideologis yang mendasar, yakni eksistensi sekularisme
maupun tantangan sistemik yang lahir akibat sistem hukum yang sekularistik itu.
Termasuk juga tantangan penerapan syariah, baik dalam tataran fikrah (ide)
maupun thariqah (metode). Konsep dan agenda penerapan syariah ini meliputi 3
(tiga) hal pokok :
1. Konsep perubahan total (taghyir), untuk menjawab tantangan bercokolnya
sekularisme di Indonesia;
2. Konsep formalisasi syari’ah, untuk menjawab tantangan fikrah dalam
penerapan syari’ah secara garis besar dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat;
11Ibid; Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 4
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3. Agenda penerapan syari’ah, untuk menjawab tantangan thariqah dalam
upaya mengubah kondisi Indoensia yang sekularistik saat ini menjadi
kondisi Islami yang kondusif untuk formalisasi syari’ah;12
Apa yang menjadi sandaran pemikiran yang hendak dibangun terkait
dengan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, maka acuan yang mendasar
memerlukan konsep taghyir sebagai perubahan yang bersifat total yang diawali
dari asas (ide dasar/aqidah). Asas ini merupakan ide dasar yang melahirkan
berbagai ide cabang. Dalam individu seorang muslim, juga dalam masyarakat
Islam, yang menjadi asas adalah Aqidah Islamiyah. Perubahan total ini tertuju
pada kerusakan sesuatu yang bersifat mendasar dan fatal, sehingga harus diadakan
perubahan pada asasnya, yang berlanjut pada cabang-cabangnya. Adapun ishlah
adalah perubahan yang bersifat parsial. Asumsinya, asas yang ada masih
selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing.13
Prinsip pemisahan agama dari kehidupan telah menghilangkan unsur
agama dalam pembuatan hukum, sehingga hukum akhirnya tunduk kepada
keinginan orang banyak (volonte generale), bukan mengikuti ketentuan agama.
Prinsip pemisahan agama dari kehidupan itu juga melahirkan prinsip kenisbian
hukum, sebab setelah hukum dilepaskan dari agama, hukum akhirnya dipahami
secara positivistik sebagai anak kandung yang lahir dari situasi dan kondisi
masyarakat yang selalu berubah sesuai waktu dan tempat. Prinsip pemisahan
agama dari kehidupan juga melahirkan prinsip pemeliharaan kebebasan individu,
12Topo Santoso, Membumikan..., hlm. 125
13A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional”, Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi..., hlm 151
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sebab setelah agama dipisahkan dari kehidupan, berarti manusia menjadi bebas
dari keterikatannya dengan agama.
Selama tiga abad terakhir (abad ke-18, 19, dan 20 M) negara-negara
kapitalis penjajah telah melancarkan serangan pemikiran (ash-shira’ al-fikri) dan
serangan politik (ash-shira’ al-siyasi) yang ganas untuk memaksakan ideologi
kapitalisme yang kafir ke Dunia Islam. Mereka memaksakan sistem politik, sosial,
dan ekonomi Barat terutama sebagai akibat hancurnya Khilafah di Turki pada
tahun 1924. Selain itu, mereka juga melakukan upaya distorsi bangunan
pemikiran Islam di bidang politik, ekonomi, dan sosial untuk mengacaukan
pemikiran umat di Dunia Islam dengan tujuan akhir agar sistem-sistem Barat
tersebut dapat menancap kuat di Dunia Islam.14
Segala perilaku kejam penjajah itu dalam banyak hal telah mengakibatkan
: (1) kacau dan rusaknya pemahaman umat terhadap Islam (yang sebenarnya
sudah lemah secara internal itu),15 khususnya aspek politik Islam, (2) lahirnya
sikap lemah dalam jiwa umat Islam tatkala berhadapan dengan berbagai
pemikiran dan pola kehidupan Barat (seperti nasionalisme, sekularisme,
liberalisme). Semua ini pada gilirannya telah menggiring umat Islam untuk
mengadopsi secara total terhadap sistem hukum Barat tanpa melihat lagi
pertentangannya dengan syariah. Muncul juga perasaan pesimis dan putus asa di
kalangan umat untuk membangun kembali institusi politik Islam sebagai akibat
14Muhammad Ahmad Mufti & Sami Salih Al Wakil, at-Tasyri’ wa Sann Al Qawanin fi
Ad Daulah Al Islamiyah: Dirasah Tahliliyah, (Beirut: Dar An Nahdhah Al Islamiyyah, 1992),
hlm. 7
15Afif Az Zain, Faktor-faktor Kelemahan Umat Islam (‘Awamil Dha’fil Muslimin),
terjemahan oleh Imaduddin Muhammad Muhyi, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 9-43
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terpecah-belahnya Dunia Islam.16 Secara politis, kondisi tersebut mengakibatkan
para penguasa Dunia Islam tidak lagi merasa berdosa ketika membatasi penerapan
Islam hanya pada aspek ibadah ritual (dan sedikit aspek muamalat), seraya
mengabaikan aspek politis dan pengaturan urusan publik menurut perspektif
syariah.
Di tengah hegemoni ideologi kapitalisme dan sikap politik penguasa dunia
Islam yang sekularistik ini, maka upaya formalisasi syari’ah menjadi sangat
dibutuhkan, karena ia sesungguhnya adalah perlawanan terhadap kekalahan
ideologis dan politis tersebut. Formalisasi syari’ah merupakan upaya
pengembalian Islam kepada jatidirinya yang hakiki, sekaligus upaya untuk
melepaskan diri dari dominasi Barat. Sebaliknya, dengan demikian, deformalisasi
syari’ah adalah kepasrahan tanpa syarat terhadap ideologi kapitalisme dan
sekaligus legitimasi terhadap sikap politis penguasa Dunia Islam yang sekularistik
dan mengekor kepada negara-negara imperialis.
Pemetaan syari’at Islam dalam visi liberal dibagi menjadi tiga fondasi.
Pertama, liberal syari’ah, dalam pengertian bahwa syari’at dalam teks tertulis
adalah bersifat liberal jika dipahami secara benar. Sikap liberal ini bukan semata-
mata pilihan manusia, tetapi perintah dari Tuhan yang termaktub dalam al-Quran.
Kedua, silent syari’ah, dalam pengertian bahwa tidak semua persoalan hidup
tertampung dalam syar’iat. Karena dalam kenyataannya, syari’at tidak
menyediakan jawaban atau konsep tentang masalah tertentu, sehingga
penyelesaiannya diserahkan kepada manusia atau menggunakan mekanisme
16Muhammad Ahmad Mufti & Sami Salih Al Wakil, at-Tasyri’..., hlm. 7
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ijtihad. Ketiga, interpreted syari’ah, dalam pengertian bahwa praktek syari’at
dipahami dan dijelaskan oleh penafsiran manusia. Interpretasi manusia terhadap
syari’at dilakukan sebagai model kreativitas intelektual terhadap doktrin agama
yang memang membutuhkan tafsiran lantaran hal ini tidak tercakupnya semua
persoalan yang menyangkut perbautan manusia.17
Itu sebabnya, Qamaruddin Khan menyayangkan pandangan yang salah
dari sejumlah kaum muslimin bahwa al-Quran berisi penjelasan yang menyeluruh
tentang segala sesuatu. Sehingga mereka cukup mendasarkan agendanya pada
bagaimana memberlakukan atau menerapkan pesan-pesan al-Quran secara literal.
Padahal, pandangan literal ini mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk
memahami Islam dalam pengertiannya yang literal, yang hanya menekankan
dimensi luarnya saja. Kecenderungan dan keadaan seperti ini telah dikembangkan
sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi kontekstual
berdasarkan prinsip-prinsip Islam.18
Oleh karena itu, letak pokok masalahnya adalah bagaimana memahami
syari’at yang tertuang dalam al-Quran. Itu sebabnya, konteksnya bukan lagi
bagaimana memberlakukan syari’at Islam, melainkan bagaimana memahami
syari’at Islam dalam visi Islam liberal, sehingga syari’at Islam secara praksis tidak
bertentangan dengan demokrasi dan pluralisme yang tumbuh dalam dunia
modern. Fazlur Rahman telah berhasil menafsirkan secara liberal hukum potong
tangan sebagai salah satu tema penting dalam syariat Islam. Pertama, hukum
17Abdullahi Ahmad Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties Human Rights
and International Law, (New York: Syracus University Press, 1993), hlm. 105
18Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (terj)., Anas Mahyudin,
(Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 34-36
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potong tangan adalah hukum yang sudah ada pada Islam di Arab. Kedua, di
masyarakat Badui dikenal dengan tradisi nomaden, sehingga sangat sulit bagi
pelaku pencurian untuk dipenjara. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan
adalah hukum potong tangan. Sedangkan pada masa Islam, situasinya tidak
berubah, sehingga hukum potong tangan tetap berlaku. Atas dasar argumentasi di
atas, kemudian Rahman memandang bahwa hukuman bagi pencuri substansinya
bukanlah potong tangan, melainkan hukuman yang bisa membuat si pelaku
menjadi jera. Ini artinya, hukum potong tangan bisa saja diganti dengan, misalnya,
hukuman penjara. Demikian pula dengan hukum cambuk yang kini diberlakukan
di Aceh, yang tentu saja sangat mungkin diganti dengan hukuman penjara.19
Kerangka ini tentu memberi ruang yang sangat urgen bagi masyarakat
untuk menilai secara filosofis, di mana pandangan hidup suatu masyarakat akan
mengarah kepada nilai-nilai yang baik atau yang tidak baik. Adapun nilai yang
baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijujung tinggi serta menyangkut nilai
kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.
Begitu juga suatu peraturan pelaksana syari’at (Qanun) dikatakan mempunyai
landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan
umum atau kesadaran hukum (dipatuhi) masyarakat. Hal ini bertujuan agar
ketentuan-ketentuan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dengan pengertian tidak
menjadi kalimat-kalimat mati belaka.
Ketika suatu pelaksana aturan mulai diberlakukan, maka ruang efektivitas
suatu aturan juga memerlukan komunikasi secara dinamis. Oleh karena itu, pihak
19Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, (Islamabad, Pakistan: Islamic
Research Institute, 1965), hlm. 112
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yang berhak melakukan formalisasi syari’ah dalam sistem pemerintahan adalah
pemimpin sebagai kepala negara, bukan yang lain. Kaidah syara’ menetapkan
bahwa : lil khalifah wahdahu haqqu tabanni al-ahkam asy-syar’iyyah fa huwa
alladzi yasunnu ad-dustur wa al-qawanin (Pemimpin negara saja yang berhak
melakukan adopsi/legislasi hukum.20
Kendatipun seorang muslim wajib mengamalkan syari’ah, namun pada
hukum-hukum syari’ah yang cabang, banyak terjadi perbedaan pendapat
(khilafiyah) pada satu masalah yang sama sebagai hasil perbedaan ijtihad para
mujtahidin. Padahal, penguasa sebagai kepala negara wajib mengatur urusan-
urusan publik (ri’ayatu syu`un) dengan ketentuan syari’ah, seperti hukum-hukum
zakat, dhara`ib (pajak), kharaj, dan hubungan luar negeri (alaqah kharijiyyah).
Maka dari itu, wajib bagi penguasa melakukan tabanni (adopsi) hukum syara’ dari
sekian hukum syara’ yang ada, sehingga menjamin kesatuan negara dan
pemerintahan (wihdah al-daulah wa wihdah al-hukm). Jadi melakukan tabanni
bagi pemimpin–yang hukum asalnya mubah bagi pemimpin— telah menjadi
wajib secara syar’i jika kewajiban pengaturan urusan publik tidak dapat
terlaksana, kecuali dengan melakukan tabanni terhadap salah satu hukum syara’
yang ada. Kaidah syara’ menyatakan bahwa jika suatu kewajiban tidak dapat
20Negara Islam (Khilafah/Imamah) itu sendiri wajib hukumnya secara syar’i. Inilah
pendapat ulama-ulama Islam yang dapat dipercaya. Lihat Imam al Mawardi, al Ahkamus
Sulthaniyah, hlm. 5; Abu Ya'la Al Farraa', Al Ahkamus Sulthaniyah, hlm.19; Ibnu Taimiyah, As
Siyasah Asy Syar'iyah, hlm.161; Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa, jilid XXVIII hlm. 62; Imam Al
Ghazali, Al Iqtishaad fil I’tiqad, hlm. 97; Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah, hlm.167
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dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula
hukumnya (maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib).21
Dengan demikian, formalisasi syari’ah dalam kerangka negara perlu
dilakukan karena pada umumnya pengaturan urusan-urusan publik tidak mungkin
diselenggarakan dengan hukum syara’ yang berbeda-beda. Karenanya, jika
pengaturan urusan publik tidak mungkin terlaksana dengan tertib dan teratur,
kecuali dengan penetapan satu hukum syara’ dari sekian hukum syara’ yang ada,
maka wajib atas penguasa untuk melakukan formalisasi syari’ah dalam arti
merealisasikan satu hukum syara’ yang berlaku secara mengikat untuk seluruh
rakyat.
Bidang kehidupan yang diatur adalah hubungan sesama manusia, yang
meliputi aspek muamalah dan uqubah. Aspek muamalah misalnya, sistem
pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, pergaulan pria-wanita, dan
hubungan luar negeri. Aspek uqubat (sanksi-sanksi) meliputi perbuatan hudud
(seperti hukuman rajam), jinayat (seperti perbuatan qishash), ta’zir (sanksi atas
pelanggar syara’ yang tak dijelaskan ketentuan sanksinya dalam nash), dan
mukhalafat (sanksi terhadap penyimpangan aturan administrasi negara). Inilah
yang diatur dalam formalisasi syari’ah. Sedangkan dalam hubungan manusia
dengan Tuhannya, yaitu ibadah, pada dasarnya pemerintah tidak melakukan
adopsi, misalnya pemerintah tidak menetapkan qunut pada shalat Shubuh atau
tarawih 20 raka’at pada bulan Ramadhan. Untuk itu, seorang pemimpin tidak
merealisasi hukum dalam hukum ibadah karena : (1) tidak sesuai dengan fakta
21Taqiyuddin An Nabhani, Awamil Dha’f al-Daulah Al Islamiyah, (Beirut: Darul Ummah,
1994), hlm. 169-211
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adopsi hukum, yaitu hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia
lainnya, dan (2) dapat menimbulkan haraj (kesulitan/kesempitan) padahal Islam
memerintahkan menghilangkan haraj (QS Al Hajj : 78).22
Namun demikian, untuk hukum-hukum ibadah yang ada kaitannya dengan
interaksi masyarakat dan menyangkut kesatuan negara dan masyarakat, penguasa
wajib melakukan adopsi hukum, misalnya dalam hukum jihad, zakat, dan juga
penetapan hari-hari untuk mengawali/mengakhiri puasa Ramadhan, dan penetapan
Iedul Fitri dan Iedul Adha. Mengenai hubungan manusia dengan Tuhan yang
berupa pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan aqidah, seorang pemimpin
juga tidak melakukan adopsi. Misalnya pemimpin tidak mengadopsi pemikiran
bahwa al-Qur`an adalah makhluk. Hal ini disebabkan adopsi pemikiran seperti itu
telah menyalahi realitas adopsi dan juga menimbulkan haraj
(kesulitan/kesempitan).23
Pertimbangan ini memprioritaskan pada akar masalah atau termasuk pada
bidang apa masalah itu menempatkan dirinya, baik seluruh maupun sebagiannya.
Jelasnya perbandingan atas masalah akan mempermudah dalam memahami
turunan-turunan yang menjadi kewenangan dalam menentukan suatu perbuatan.
Oleh karena itu, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh jelas menjadi wilayah
mu’amalah meski bertaraf ibadah. Untuk itu, pertimbangannya adalah bahwa
pernyataan tersebut di atas mengisyaratkan kemashlahatan dalam bidang
mu’amalah itu adalah atas pertimbangan manusia. Tentu daya manusia yang
22Ibid.
23Negara secara prinsip menjadikan Aqidah Islamiyah sebagai dasar negara. Namun
negara (khalifah) tidak mengadopsi pemikiran yang berkaitan dengan aqidah, yaitu pemikiran
yang tidak ada nash yang qath’i padanya, misalnya masalah khalqul Qur`an (kemakhlukan Al
Qur`an), Qadha`-Qadar, dan sebagainya.
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dimaksud adalah yang mempunyai kesanggupan berpikir (menalar) dan
mempunyai kewenangan untuk itu.24
C. Nalar Bersyari’at
Syari’at Islam diturunkan Allah untuk manusia adalah dipahami dan
dijalankan dengan benar dan sepenuh hati. Artinya bahwa pemahaman dan
menjalankan Syari’at Islam itu haruslah dengan komperehensif (kaffah). Artinya,
pesan-pesan atau prinsip-prinsip al-Quran yang ditemukan melalui gerakan sosial
tersebut kemudian diproyeksikan, diformulasikan dan diterjemahkan pada konteks
kekinian untuk mengukur sekaligus menjawab kasus-kasus kontemporer. Meski
proses ini membutuhkan kajian cermat terhadap situasi dewasa ini agar
pengukuran kasus-kasus tertentu bisa dilakukan secara tepat, namun dari langkah
inilah sebenarnya diharapkan nilai-nilai al-Quran akan tetap segar dan hidup
sepanjang zaman (salihun likulli zaman).
Dengan demikian, metode berpikir yang reflektif tentu akan mengarah
kepada konfigurasi pemikiran yang bersifat dinamis. Pelaksanaan syari’at Islam,
dalam konteksnya merupakan tata nilai yang diyakini masyarakat Aceh sebagai
suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti muatan hukum
selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan
berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam
24Sebagai acuan dalam  hal ini, pembidangan masalah ke dalam ibadah dan mu’amalah,
dengan acuan kaidah pada ibadah adalah “suatu ibadah itu pada dasarnya batal hukumnya,
kecuali ada dalil yang memerintahnya”. Dan kaidah mu’amalah berarti, “suatu mu’amalah itu
pada dasarnya sah hukumnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Lihat Abdul Wahab
Afif, Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis, (Bandung: IAIN Sunan
Gunung Djati t.th), hlm. 16. Ketentuan ini tentu saja di mana urusan ibadah adalah urusan akhirat
dan mu’amalah adalah urusan dunia; dengan memberi peluang kepada manusia untuk
mengembangkannya, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan mu’amalah (pelaksanaan
syari’at Islam) ditangani oleh manusia itu sendiri.
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mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang.
Pemikiran ini menunjukkan bahwa aturan pelaksanaan syari’at Islam yang telah
dirumuskan dalam sejumlah Qanun-qanun yang ada bukan sekedar norma statis
yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang
harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat
dalam mencapai cita-citanya.25
Keterangan di atas, menunjukkan bahwa pemahaman tentang syari’at
Islam di Aceh akan memberi penilaian secara maksimal apabila mampu
menggambarkan sisi ke arah efektivitas sebuah aturan itu sendiri. Artinya, sebuah
pemahaman akan berlaku di kalangan masyarakat sekiranya aturan tersebut
memenuhi suatu idealitas. Tujuan atau cita-cita masyarakat yang mencoba
memahami suatu aturan (Qanun) yang dinilai “baru” atau keputusan suatu
pengadilan (acuan Qanun) adalah alat atau sarana mengukur tingkat kepastian
suatu aturan.26 Penilaian masyarakat terhadap suatu kepastian aturan mencakup
materi empiris berupa standar keadilan atau budaya hukum. Kiranya apa yang
menjadi hukuman dalam suatu perbuatan pidana, baik berupa cambuk, penjara
atau yang dinilai sejenis dengan itu haruslah berangkat atas dasar prinsip seadil-
adilnya dan mengikat secara keseluruhan.
Demikian pula terpenuhinya realitas sebuah aturan. Perbuatan seseorang
merupakan sisi alamiah, yang kemudian dicoba untuk disesuaikan berdasarkan
tata kaidah hukum. Untuk itu, suatu realitas hukum termasuk pelaksanaan syari’at
Islam akan diukur tingkat keberhasilan atau kegagalan apabila pengaruhnya
25Ibid, hlm. XI.
26 Soleman B. Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), hlm. 48.
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berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan
tujuannya atau tidak.27
Namun perilaku pelaksanaan syari’at Islam merupakan perwujudan yang
mungkin disebabkan oleh:
Pertama, penerapan syari’at di Aceh merupakan pilihan. Pada tahap ini,
bangunan syari’at baru sebatas "takdir kehidupan". Artinya, pilihan tersebut
merupakan unsur netralitas yang dipengaruhi oleh ragam faktor lingkungan
sosialnya. Masyarakat Aceh, dengan lain kata, cukup memahami bagaimana cara
merancang sendiri lingkungan "tempat tinggal" berdasarkan pilihan terbaik yang
berkembang secara terus menerus. Sehingga pilihan syari’at merupakan
penjelasan secara komprehensif dan bertanggung jawab.
Kedua, penerapan syari’at merupakan simbol politik. Di sini, syari’at
Islam mesti dijadikan simbol kekuasaan, sekali pun tidak bersifat mutlak. Artinya,
jika sebuah mandat telah ikut "berkuasa" dengan tidak menguasai—berarti telah
ikut mempertimbangkan beberapa kebijakan termasuk; memperhatikan sikap
keadilan, memihak kepentingan dan kebutuhan sosial masyarakat serta mampu
untuk menegakkan hukum.
Ketiga, penerapan syari’at Islam merupakan bayangan alternatif. Di
tingkat ini, sekali pun terlibat dengan ragam protes namun nilai tawar pada
syari’at Islam bisa menggantikan atau mengubah visi-visi yang sedang dominan
dan otoritatif. Misalnya saja, setiap orang berhak—katakanlah mengintip,
27Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, (Bandung: Remaja Karya,
1985), hlm. 7
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memantau bahkan mengambil keputusan meng-hukum di lapangan tanpa mesti
melalui peradilan, ketika memang ada pelanggaran yang bernuasa syari’at.
Berdasarkan ketiga unsur ini dengan mengikuti teori aksi (action theory),
maka aturan pelaksanaan syari’at Islam memerlukan perbandingan antara ideal
hukum dan realitas hukum. Realitas hukum (perbuatan-perbuatan yang dilarang
dalam Qanun), dan apabila aturan itu telah dinyatakan berlaku, berarti masyarakat
Aceh juga telah menemukan perbuatan hukum, yaitu sebuah perbuatan yang
sesuai dengan ideal hukum, berupa pelaksanaan syari’at Islam. Mengingat bahwa
sejumlah perbuatan hukum yang diatur dalam Qanun itu terbentuk karena faktor
motif dan gagasan.28
Pelaksanaan syari'at Islam merupakan bentuk konstruksi hukum yang
mampu menjawab tantangan dan perubahan sosial. Bahkan, pembentukan Qanun
syari'at Islam begitu tegas dalam mensikapi persoalan masyarakat, meski oleh
sebagian masyarakat mensinyalir bahwa aturan-aturan tersebut dinilai memiliki
kepentingan politik. Terlebih lagi bahwa tingkat pemahaman syari’at Islam tidak
perlu dipandang sebatas pemahaman biasa, melainkan sebuah konstruk hukum
yang legal untuk dipatuhi. Atas dasar semua itu, maka pembentukan syari'at Islam
di Aceh memiliki peranan besar dalam rangka mengatur tatanan masyarakat. Dan
bagaimanapun, syari'at Islam mungkin saja bisa dilaksanakan secara kaffah
lantaran mengikuti tatanan sistem yang demokratif.
Berkaitan dengan tingkat pemahaman tersebut, keberadaan Qanun-qanun
Aceh sebagai bentuk realisasi pelaksanaan syari’at Islam merupakan nilai
28Soleman B. Taneko, Pokok…, hlm. 55
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maslahah dalam artian syara’, sebagaimana yang penjelasan di atas, bukan hanya
didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan,
bukan pula karena dapat mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan
kemudharatan, melainkan lebih mengarah kepada keselarasan antara apa yang
dipahami oleh akal dengan apa yang dimaksud oleh tujuan syara’. Kebanyakan
ulama Islam menyatakan, bahwa menyangkut hak Allah Swt dan hak manusia
berbeda dari segi kemungkinan keduanya untuk digugurkan dan dipindahkan.
Penetapan asal dari hak manusia adalah kebaikan yang menyangkut
dirinya sendiri yang bisa dipindahkan atau digugurkan dan diperlakukan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan hukum asal dari hak Allah Swt (hak jama’ah) tidak
bisa dipindah dan digugurkan kecuali ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah
syari’at tertentu.29 Pelaksanaan syari’at Islam hanya mungkin menetapkan hak-
hak yang dimaksud dalam syara’ kepada orang-orang yang mempunyai hak-hak
tersebut. Karena itu, masyarakat mempunyai hak pilihan jika mereka
menginginkan bisa menunaikan hak-hak itu dan bisa juga meninggalkannya.
Alasan ini bisa mengikuti acuan hukum lantaran setiap individu mempunyai hak
untuk menggunakan hak dirinya; dan semua itu sejauh tidak termasuk ke dalam
maslahah umum.
Berdasarkan alur pemikiran ini, pencapaian yang perlu dibangun terkait
pelaksanaan syari’at Islam adalah di mana masyarakat perlu menanggapi bahwa
sejumlah aturan-aturan tersebut suatu kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan ini
berfungsi apabila dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila
29Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: al-Majlis al-A’la li al-Indunisi li
Dakwah al-Islamiyah, 1972), hlm. 210-215. Yang dimaksud dengan hak disini adalah pemberian
dari Allah Swt kepada manusia, maka hak itu tidak kuat kecuali ditetapkan dengan syari’at.
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aturan itu efektif berlaku, akan menimbulkan perubahan, dan perubahan itu dapat
dikategorikan sebagai perubahan sosial, sebab suatu perubahan sosial tidak lain
adalah penyimpangan kolektif dari pola-pola yang telah mapan; dan palaksanaan
syari’at Islam, sebenarnya,juga bagian yang sama berdasarkan kultur masyarakat
Aceh melalui karakter dan identitas keagamaan.
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BAB IV
INTISARI DAN KESIMPULAN
Sebagaimana diketahui bersama al-Quran adalah sumber utama syariát
Islam. Ia memuat seperangkat aturan yang mengatur lalu lintas hubungan manusia
dengan Allah, hubungan dengan sesamanya dan hubungan antar manusia dengan
alam dan lingkungannya. Konsep holistik syariát ini menempatkan manusia sebagai
titik sentral dalam rangka membumikan ajaran Tuhan melalui penerapan syariát
Islam. Posisi manusia sebagai central point dalam bingkai penerapan syariát Islam
memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dimensi dimaksud
adalah manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek pengaturan syaríat.
Dimensi manusia sebagai subjek dimaknai dengan kemampuan manusia
untuk berusaha menjadikan syariát Islam sebagai tuntunan hidup dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan, baik yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah. Dalam
dimensi ini manusia memerlukan daya kreativitas (ijtihad) untuk memahami teks suci
syariát yang terkandung dalam al-Quran dan As-Sunnah. Tingkat kemampuan
memahami dan melakukan interpretasi terhadap teks suci akan menentukan tingkat
kemaslahatan yang dapat diwujudkan dalam tatanan aplikatif.
Sebaliknya, ketidakberanian dan parsialitas pemahaman terhadap al-Qurán
akan membawa kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat universalitas,
fleksibilitas, kering nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan
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syari’at Islam dalam kehidupan manusia. Padahal hakekat keberadaan syariát Islam
adalah membawa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
Pada dimensi kedua, manusia berkedudukan sebagai objek yang akan diatur,
diayomi dan dilindungi oleh syariát. Dalam dimensi ini manusia dijadikan sebagai
arena kerja syariát, karena tanpa manusia syariát yang bersifat normatif sakralitas
tidak memiliki arena operasional berupa tempat penerapan syariát. Perilaku manusia
yang diatur syariát tidak hanya terbatas pada perilaku individu terhadap dirinya an
sich, tetapi juga perilaku individu terhadap kelompokdan perilaku kelompok terhadap
kelompok lain.
Penerapan syariát Islam dalam lintasan sejarah ternyata mengacu pada
kerangka pikir di atas. Hal ini terasa bila kita menyimak dinamika kreasi hukum
Islam terutama pada masa sahabat dan beberapa dekade pasca sahabat, dimana wahyu
telah terputus dengan wafatnya Rasulullah Saw. Ketika itu permasalahan hukum terus
bermunculan seiring dengn perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ajaran Islam yang
termuat dalam al-Quran dan as-Sunnah dipahami sahabat dalam semangat
universalitas, fleksibilitas, semangat sosiologis yang tetap bermuara pada postulat
bahwa syariát Islam membawa misi rahmatan lil a’lamin.
Semangat universalitas, fleksibilitas dan nuansa sosiologis sebenarnya telah
ditunjukkan oleh al-Quran sendiri, pada awal persyari’atan hukum-hukumnya.
Semangat ini dapat ditemukan ketika Allah melarang perbuatan meminum khamar
dan praktek riba. Allah tidak secara langsung dan serta merta mengharamkan kedua
82
perbuatan tersebut. Pelarangan dan pengharaman perbuatan meminum khamar dan
praktek riba dilakukan secara bertahap (tadarruj), sesuai dengan tingkat dan
kemampuan masyarakat menerima pelarangan atau pembebanan suatu hukum.
Dalam studi pemikiran hukum Islam proses pentahapan ini dapat disebut
dengan teori gradualisme hukum. Dalam konteks Syari`at Islam di Aceh, negara
bukan hanya berperan menfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat
mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam
melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan negara dalam menjalankan Syari`at
Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.
Nilai sosiologis yang melekat pada hukum-hukum yang termuat dalam Al-
Qur’an sudah semestinya dipahami secara mendalam, sehingga ketika dilakukan
penerapan tidak akan kehilangan ruh sosiologis yang mendasarinya. Oleh karena itu,
asbab an-nuzul dan asbab al-wurud memegang peranan penting dalam
mengungkapkan realitas dan kondisi sosial ketika aturan itu disyariatkan. Peran yang
dimainkan oleh teori asbab an-nuzul dan asbab al-wurud tidak hanya
mengungkapkan realitas sosial yang terekam dalam satu ayat atau hadits, tetapi dapat
menjelaskan berbagai realitas secara integral dalam suatu tema tertentu. Oleh karena
itu, prinsip analisis sosiologis berkaitan erat dengan pendekatan tematis.
Melalui dua pendekatan ini diharapkan akan mampu dibumikan ajaran
Tuhan yang bersifat normatif-sakralitas. Dalam konteks kehidupan masa kini, dalam
bahasa lugas, dapat dikatakan bahwa analisis sosiologis menjadikan realitas sosial
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sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan berbagai aturan hukum Islam. Atau
dapat pula diartikan bahwa selain dari keberadaan UU No. 44 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai legitimasi yuridis, maka diperlukan
pendekatan sosiologis yang akan mengkaji sosio-kultural, latar belakang sejarah, dan
political will dari masyarakat Aceh.
Namun bukan berarti mengabaikan satu kesatuan hukum nasional, tetapi
juga dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan (ius
contituendum), sebab hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari
norma nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan
bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada
suatu saat berlaku dalam masyarakat
Fenomena perda bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan
sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah
menjadi demokratis. Sistem  yang sentralistik berubah menjadi desentralistik.
Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung
dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom.
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Otonomi daerah inilah yang mengakibatkan munculnya perda-perda yang banyak
bernuansa syariah.
Para politisi muslim menjadi motor penggerak lahirnya perda-perda itu.
Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansakan hukum Islam di
Indonesia pada era reformasi sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa
keinginan masyarakat Indonesia sangat besar agar hukum Islam dijadikan sebagai
hukum positif. Hal ini ini terjadi karena kebijakan politik dan hukum pemerintah
pada era reformasi ini memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pada era reformasi ini
juga muncul berbagai organisasi-organisasi Islam yang ikut meramaikan perjuangan
menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kesempatan ini ada karena dalam situasi
politik yang demokratis memberikan ruang yang sangat lebar bagi umat Islam dalam
berjuang menjadikan nilai-nilai hukum Islam.
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